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MOTTO 

Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang 

disebutkan. Ketika Allah memerintahkan dua hal, maka keadilan merupakan salah satu hal 

yang disebutkan. Ketika Allah memerintahkan satu hal maka keadilan merupakan hal yang 

diperintahkan tersebut. 

(QS. An-Nahl ayat 90, QS. An-Nisaa‟ ayat 58, QS. Al-A‟raaf ayat 29). 1 
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 Dikutip dari Notulen Dyah Ochtorina Susanti, Kemarin...Hari Ini... dan Masa Yang Akan Datang 

(sebuah perjalanan Dyah Ochtorina Susanti). 2011, 1. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan 

huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ط

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R er س

 Zai Z zet ص

 Sin S es ط
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 Syin Sy es dan ye ػ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) غ

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G ge ؽ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ن

 Lam L el ي

َ Mim M em 

ْ Nun N en 

ٚ Wau W we 

٘ Ha H ha 

 Hamzah „ apostrof ء

ٞ Ya Y ye 

 

1. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ْٞ  Fathah dan ya ai a dan u 

..َ. ْٚ  Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

 kataba  وَزتََ  -

-  ًَ  fa`ala  فؼََ

-  ًَ  suila  عُئِ

 kaifa  و١َْفَ  -

يَ  - ْٛ  haula دَ

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ٜ.َ..

..ِ.ٜ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

..ُ.ٚ Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  لبَيَ  -

- َِٝ  ramā  سَ

-  ًَ  qīla  ل١ِْ

يُ  - ْٛ  yaqūlu  ٠مَُ

 

d. Ta‟ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  سَؤْظَخُ الأغَْفبَيِ  -
سَحُ  - َّٛ َٕ ُّ ٌْ ذ٠ِْٕخَُ ا َّ ٌْ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  ا

ٍْذَخْ  -  talhah   غَ

 

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

يَ  -  nazzala  ٔضََّ

 al-birr  اٌجشِ   -

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu اي, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

-  ًُ جُ  ar-rajulu  اٌشَّ
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-  ُُ ٌْمٍََ  al-qalamu ا

ظُ  - ّْ  asy-syamsu اٌشَّ

ٌْجَلايَُ  -  al-jalālu ا

 

g. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu رأَخُْزُ  -

 syai‟un ش١َئ   -

ءُ  - ْٛ  an-nau‟u إٌَّ

-  َّْ  inna ئِ

 

B. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

اصِلِ  - َٛ خ١َْشُ اٌشَّ َّْ اللهَ فَُٙ َٓ َٚ ئِ ١ْ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

شْعَبَ٘ب - ُِ  َٚ جْشَا٘بَ  َِ ُِ اللهِ   Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ثغِْ

 

C. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-  َٓ ١ْ ِّ ٌْؼَبٌَ ذُ للهِ سَةِّ ا ّْ ٌْذَ  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  ا
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-  ُِ د١ِْ ِٓ اٌشَّ دّْ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   اٌشَّ
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

-   ُ س  سَد١ِْ ْٛ  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُ

١ْؼًب - ِّ سُ جَ ْٛ ُِ ِ الأُ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِلهّ

 

D. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini akan menganalisis hukum waris yang terjadi di Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing. Penelitian ini akan menggunakan pandangan Ulama NU Kecamatan 

Kaligesing terkait masalah yang diangkat oleh peneliti tentang pembagian waris tunjukan. 

Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo memiliki  masyarkat atau 

penduduk 100% beragama Islam khususnya Nahdliyin. Namun dalam persoalan pembagian 

waris menggunakan sistem tunjukan langsung yang dilakukan oleh pasangan yang sah 

(suami/istri) atau kerabat tertua atau pemangku wilayah setempat tanpa melihat dan 

mempertimbangkan aturan dan hukum Islam maupun hukum positif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah yaitu: 1) Apa 

faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo menggunakan sisten tunjukan; 2) Bagaimana pandangan Ulama NU 

Kecamatan Kaligesing terkait pembagian waris tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1)  Untuk 

mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakan Desa Hardimulyo Kecamatan 

Kaligesing Kabupaten Purworejo menggunakan sistem tunjukan dalam pembagian waris; 2) 

untuk mengetahui pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing dalam menyikapi 

pemabagian waris tunjukan di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 

empiris atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 

dilakukan dengan wawancara guna untuk mendapatkan informasi atau data-data yang 

dibutuhkan secara langsung dengan pihak yang terkait, dan kemudian diambil kesimpulan 

berdasarkan data tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligeisng Kabupaten Purworejo menggunakan 

sistem tunjukan dalam pembagian waris yaitu karena tiga hal yaitu: percaya sistem tersebut 

adalah warisan dari nenek moyang terdahulu, kurangnya pemahaman tentang hukum waris 

Islam, kurangnya kesadaran masyarakat pada hukum. Kedua, pandangan Ulama NU 

Kecamatan Kaligesing tidak membenarkan terhadap tindakan masyarakat Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam pembagian waris tunjukan karena telah 

menyimpang dari Syariat Islam, dan para Ulama NU Kecamatan Kaligesing menyarankan 

agar masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo secara 

perlahan mengubah dari pembagian waris tunjukan menjadi konsep hibah orang tua kepada 

anak sebelum pewaris atau yang bersangkutan meninggal. 

 

Kata Kunci: Hukum Waris, Waris Tunjukan, Ulama NU Kabupaten Purworejo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang orang-orang yang 

termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, orang yang tidak termasuk 

ahli waris, dan cara perhitungannya.
2 Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 

pemindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menenentukan orang 

yang berhak menjadi ahli waris.
3
 Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 

orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan 

cara-cara pembagiannya.
4
 

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda 

tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan 

peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang yang 

menjadi ahli waris (waarits) akan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman 

jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, 

termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan menyelesaikan wasiat 

pewaris.
5
 Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakuan kepada siapa saja harta 

itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan 

warisan dan diatur dalam hukum waris.
6
 

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, 

ayat al-Qur‟an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang 

pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok 

yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan 

sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian 

harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian 

anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang 

terdapat pada ayat: 

 

ِٓ فَ  قَ اصْٕزَل١َْ ْٛ ءً فلَ
َّٓ ٔغَِلبو ْْ وُل ِٓ َ فلَبِ ْٔض١َل١َْ ًُ دَل ِّ الَُْ ضْل ِِ وَشِ  ُْ ٌٍِزَّ لََدِوُ ْٚ ْْٟٓ اَ ُ فِ

ُُ اّللهه ص١ِْىُ ْٛ لب رلَشَنَ َ ٠ُ َِ َّٓ صٍُضُلَب  ٍَٙلُ

                                                           
2
 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, 4 

3
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 

4
 Hasb Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris, (Yogyakarta: Mudah), 8 

5
 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Baru Press 

6
 Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 3 
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ادِذَحً فٍََٙبَ إٌِّصْفُ    َٚ ْْ وَبٔذَْ  اِ َٚ  ُْ ْْ ٌَّل ٌلَذ  َ فلَبِ َٚ   ٗ َْ ٌلَ ْْ وَب ب رشََنَ اِ َّّ ِِ ذُطُ  ب اٌغ  َّ ُْٕٙ ِِّ ادِذٍ  َٚ  ًِّ ِٗ ٌىُِ ٠ْ َٛ لَِثََ َٚ
ْْٓۢ ثؼَْ  ِِ ذُطُ  ِٗ اٌغ  ِِّ ح  فلَِاُ َٛ ْٓ اخِْ  ٗ ٌَ َْ ْْ وَب ِ شَُُ  فبَ ِٗ اٌضٍ  ِِّ ُٖ فلَِاُ هٛ ْٓ اثََ  ٗ سِصَ َٚ َّٚ ٌذَ   َٚ   ٗ ٌَّ ْٓ ْٟ ثِ ٠ىَُ صِ ْٛ ص١َِّخٍ ٠  َٚ ْٚ ذِ  ٙبَْٓ اَ

 َ
َّْ اّللهه ِ   اِ

َٓ اّللهه ِِّ ُْ ٔفَْؼًب   فش٠َِْعَخً  ُْ الَْشَةُ ٌىَُ ُ َْ ا٠َٙ  ْٚ َُْ لََ رذَْسُ ؤُوُ اثَْٕبَو َٚ  ُْ ؤُوُ ثبَو ٍٓ   اه بد٠َْ ًّ ب دَى١ِْ ًّ َْ ػ١ٍَِْ  وَب
7

 

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya 

lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari 

harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana..” (QS, An-Nisa : 11)
8
 

 

Dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, hukum Islam itu telah 

melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia. 

Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Ketika hukum Islam 

hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah 

mereka berhadapan dengan hukum itu. Di Indonesia hukum yang mengatur dan 

dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir 

setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. 

Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat 

adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan 

asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara 

bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemelikannya dari pewaris. 

Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan 

dari satu generasi kepada keturunannya.
9
  

Hukum kewarisan masyarakat indonesia masih sangat dipengaruhi dengan 

prinsip kekeluargaan. Prinsip-prinsip kekeluargaan ini tentu sangat berpengaruh pada 

penetapan ahli waris dan besar harta waris yang diterimanya. 

Masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan kaligesing salah satu masyarakat 

Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta orang 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur‟an 

Kementerian Agama RI, 2010), 103 
9
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meninggal masih menggunakan adat kebiasaan dan bersifat kekeluargaan. Tradisi 

dengan kebiasaan ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama dari sejak 

tahun 1980-an dan metode ini berjalan sepenuhnya hingga pada tahun 2020.
10

  

Dari beberapa contoh kasus peneliti mengemukakan pendapat bahwa 

Masyarakat Desa Hardimulyo dalam praktik membagi harta warisnya secara tunjukan 

dimana bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada bedanya dan tidak 

menggunakan besar sedikitnya sesuai dengan aturan Islam melainkan hanya 

menunjukkan bidang tanah atau lokasi tanah yang ukuran luasnya berbeda-beda yang 

akan ia terima. Tata cara kebiasaan seperi ini sangat 80% berpotensi menimbulkan 

banyak persoalan dan percecokan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain 

yang menimbulkan  hilangnya keharmonisan antara hubungan ahli waris dan 20% nya 

warga dapat menerima dengan lapang dada. Selain dari cara atau metode tersebut, 

pemahaman masyarakat Desa Hardimulyo terhadap harta waris masih sangat minim 

sekali karna dari beberapa contoh kasus yang jadi persoalan adalah harta waris berupa 

tanah. Sedangkan yang disebut dengan harta waris adalah semua harta yang 

ditinggalkan oleh si mayit tidak hanya tanah saja. 

Melihat dari permasalahan ini penulis ingin mengetahui pandangan dari 

Ulama NU Kecamatan Kaligesing dimana memiliki pengetahuan yang mumpuni 

dalam hukum waris Islam. 

Begitu urgennya kewarisan, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan 

merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali 

dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat permasalahan dan realita di 

atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta 

warisan pada masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo dan menyusun skripsi dengan judul: “RESPON ULAMA 

KECAMATAN KALIGESING TENTANG PEMBAGIAN WARIS 

TUNJUKAN” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan 

yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi pembagian waris secara tunjukan di Desa 

Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo? 

2. Bagaimana pendapat Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris 

secara tunjukan di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Yang menjadi tujuan untuk dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apa yang menjadi faktor pembagian waris tunjukan yan terjadi di 

Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Ulama NU Kecamatan Kaligesing 

terhadap pembagian waris tunjukan 

Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama 

bagi perkembangan hukum keluarga islam, sekaligus merupakan sumbangan dan 

masukan kepada aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan 

perdata Indonesia sebagai suatu sumber informasi dan referensi mengenai praktik 

dalam pembagian waris serta merupakan sumbangan pemikiran yang 

dipersembahkan kepada almamater. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara 

nyata terhadap terjadinya pembagian waris 

b. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan pada masyarakat dan juga hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai pembagian 

waris 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang pembagian waris bukanlah suatu tema  yang baru. Beberapa 

hasil penelitian yang telah ada yang dapat dijadikan referensi berkaitan dengan judul 

yang penyusun angkat antara lain: 

a. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Listaria (101170083), Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lulus tahun 2001 

dengan judul “HARTA WARIS DAN PEMBAGIANNYA SECARA 

KEKELUARGAAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan 

Jambu Kabupaten Merangin). Skripsi ini membahas tentang pembagian waris di 

Desa Bungo Tanjung dengan prinsip kekeluargaan yang mana dihadiri seluruh 

ahli waris dan turun temurun dengan anak perempuan menjadi tempat pulang 

anak laki-laki.
11

 Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahas pembagian waris secara kekeluargaan. Sedangkan perbedaan dan 

kelebihan penelitian penulis adalah tidak hanya menerangkan pembagian waris 

secara kekeluargaan saja akan tetapi juga menerangkan pandangan Ulama NU 

Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris dengan cara tersebut. 

b. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat (06091005005), 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Inderalaya, lulus 

tahun 2016 dengan judul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT 

HUKUM ADAT KECAMATAN KAYUAGUNG (Studi Kasus Di Kelurahan 

Sukadana Kecamatan Kayuagung  Kabupaten Oki)”. Skripsi ini membahas 

tentang pembagian harta waris secara hukum adat yang kemudian bertentangan 

dengan hukum isalm yang terjadi di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung 

yang hal ini mengakibatnya banyak persoalan dan perselisihan antara ahli waris 

sehingga hubungan antar ahli waris menjadi tidak rukun dan sering cek cok.
12

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas cara 

pembagian waris yang bertentangan dengan hukum islam perbedaan dan 

kelebihan dengan penelitian penulis adalah menyertakan Ulama NU Kecamatan 

Kaligesing terhadap pembagian waris tersebut dengan cara dan kultur yang 
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berbeda antara di daerah Kecamatan Kaligesing dengan daerah Kelurahan 

Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Oki. 

c. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumiati Salatin (0160102003), 

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon, 

lulus tahun 2020 dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN (STUDI DI DESA MALAKU 

KECAMATAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH)”. 

Skripsi ini membahas tentang pembagian waris yang mengutamakan sistem 

kekerabatan pada masyarakat. Pada dasarnya masyarakat mengutamakan asas 

keserataan dan pemerataan dalam memperoleh harta warisan namun tetap 

memberikan previlage kepada anak bungsu
13

 persamaan dari penelitian ini 

dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pembagian waris dengan 

cara kekerabatan dan kekeluargaan  sedangkan perbedaannya yaitu penelitian 

penulis membagi secara ditunjuk secara langsung oleh salah satu kerabat yang 

paling tua atau pasangan sah si mayit (suami/istri mayit). 

d. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Haris Sunandar (140200222), 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, lulus tahun 2019 dengan 

judul “PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT JAWA DI 

KECAMATAN TANJUNG MORAWA”. Skripsi ini membahas tentang 

Pembagian harta warisan menurut Adat Jawa Tanjung Morawa terbagi atas dua, 

yaitu pembagian warisan dari pewaris yang belum meninggal dunia dan 

pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris setelah meninggalnya si 

pewaris. Mekanisme penyelesaian sengketa pembagian Hukum Waris di 

masyarakat Adat Jawa di Tanjung Morawa, dapat dilakukan melalui dua cara 

yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (musyawarah keluarga dan 

musyawarah adat). Apabila musyawarah keluarga tidak dapat menyelesaikan 

pembagian harta warisan, maka dilakukan melalui musyawarah adat. Dan apabila 

musyawarah keluarga dan musyawarah adat tidak dapat menyelesaikannya, maka 

dilakukan melalui gugatan kepengadilan untuk mendapatkan putusan tentang 

pembagian harta warisan tersebut.
14

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah membahas pembagian waris dengan musyawarah kekeluargaan 

sedangkan perbedaan dan kelebihan penelitian penulis adalah penelitian penulis 

                                                           
13
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belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan penulis menyertakan pandangan 

Ulama NU Kecamatan Kaligesing yang tentunya berbeda dalam Fiqh dakwahnya 

dengan Ulama NU yang ada di Timur Tengah dalam permasalahan pembagian 

waris tersebut. 

 

E. Metode Penelitian 

Demi terwujudnya tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

yuridis empiris atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara guna untuk mendapatkan 

informasi atau data-data yang dibutuhkan secara langsung dengan pihak yang 

terkait, dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan 

pendekatan yuridis empiris artinya penulis menganalisa permasalahan dilakukan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) 

dengan data primer yang diperoleh dilapangan untuk mengetahui hukum itu dapat 

mengakibatkan perubahan sosial perlu dilakukan suatu pengkajian bagaimana 

hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari. 

3. Sumber data dan bahan hukum 

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka terdapat 

dua sumber data yang diperlukan diantaranya adalah: 

a. Sumber data primer 

Sumber data yang peneliti ambil adalah pendapat Ulama NU Kecamatan 

Kaligesing yaitu pendapat dari K.H. Abdul Hadi selaku Rois Syuriah PC NU 

Kabupaten Purworejo, K.H. Zamzami selaku Rois Syuriah MWC NU 

Kecamatan Kaligesing, K. Amat Jawahir selaku Rois Syuriah Ranting NU 

Desa Hardimulyo, K. Abdurrohim selaku Mutasyar Ranting NU Desa 

Kaligono dan K. Qomari selaku Ulama NU Kecamatan Loano. 

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder diantaranya ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
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Agama, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun 

aturan pembagian warisnya dilandaskan pada Alquran Surat An-Nisa ayat 7, 

11, 12, 33, dan 176. Surat An-Nisa ayat 11 mengatur tentang 

bagi warisan menurut hubungan darah. Selain itu juga didapat dari masyarakat 

sekitar, aparatur Desa, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa. 

4. Metode pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode 

tertentu sesuai dengan tujuannya. Adapun beberapa yang diketahui antara lain 

wawancara, pengamatan (observasi), kuisioner atau angket dan dokumenter. 

Metode yang dipilih dalam setiap variabel responden. Dari beberapa metode yang 

ada, peneliti menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan metode 

dokumentasi. 

a. Wawancara  

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang 

tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Karena peneliti tidak 

dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan 

observasi. Oleh karena itu, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada 

partisipan, untuk menangkap persepsi, peristiwa, fakta atau realita. Dengan 

wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan 

partisipan pada pengalamanya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi 

dasar data yang nantinya dianalisis.
15

 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola 

media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak 

hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap 

perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang 

bersangkutan.
16

 

Wawancara peneliti lakukan guna untuk mengumpulkan data berupa 

pemahaman pembagian waris yang pada masyarakat yang terjadi sekitar di 

Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Dalam proses 

wawancara ini peneliti lakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan 
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langsung seperti Bapak Tumino selaku Kepala Desa Hardimulyo, bapak 

Matori selaku Ketua RT, K.H. Abdul Hadi selaku Rois Syuriah PC NU 

Kabupaten Purworejo, K.H. Zamzami selaku Rois Syuriah MWC NU 

Kecamtan Kaligesing, K. Amat Jawahir selaku Rois Syuriah Ranting NU Desa 

Hardimulyo, K. Abdurrohim selaku Mutasyar Ranting NU Desa Kaligono dan 

K. Qomari selaku Ulama NU Kecamatan Loano. 

b. Analisis data. 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. 

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. 

Disini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis 

data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang metode dan 

prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data kualitatif 

tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif.  

Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti 

sebagaimana kuantitatif, namun keabsahan dan kevalidan temuanya juga 

diakui sejauh peneliti masih menggunakan kaidah-kaidah penelitian. Menurut 

Patton dalam Kristi Poerwandari, yang harus selalu diingat peneliti adalah 

bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan 

proses dan prosedur-prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin. 

Adapun proses analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Redukasi data  

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Redukasi data bisa dilakukan dengan jalan 

melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

dalam data penelitian. Dengan kata lain proses redukasi data ini dilakukan oleh 

peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan 

catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.  
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Dengan demikian, tujuan dari redukasi data ini adalah untuk menyederhanakan 

data yang diperoleh selama penggali data di lapangan. 

b. Kesimpulan atau verifikasi  

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan 

kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan 

konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. 
17

 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan penelitian skripsi 

ini, maka penulis membagi menjadi lima BAB, yang susunan persoalanya 

berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang memuat beberapa aspek yang berkaitan dengan 

persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN „URF. 

Dalam bab ini membahas secara umum, mengenai teori-teori yang dipakai dalam 

skripsi ini antara lain pengertian waris, dasar hukum waris, rukun syarat waris,  

bagian-bagian waris, pengertian „urf, dasar kaidah „urf, macam-macam „urf, dan 

kehujjahan „urf. 

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA HARDIMULYO DAN 

PANDANGAN ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING Dalam bab ini akan 

dibahas mengenai gambaran umum Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo yang meliputi letak geografis Desa Hardimulyo, luas wilayah 

Desa Hardimulyo, batas wilayah Desa Hardimulyo, dan penduduk Desa Hardimulyo. 

Salain itu, pada bab ini juga menjelaskan  kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam 

melakukan praktik pembagian waris. 

                                                           
17

 Sandu Siyoto & Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta:Literasi Media 
Publishing,2015), 98-103 
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BAB IV: PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN MENURUT ULAMA NU 

KECAMATAN KALIGESING. Bab ini Merupakan kajian analisis pendapat dari 

narasumber  yaitu Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap praktik pembagian 

waris tunjukan yan terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo. 

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menjelaskan mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan. Dan saran-saran 

berisi harapan-harapan penulis untuk berbagai pihak penelitian dan kepada pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN „URF 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS 

A. Hukum Waris Islam 

1. Pengertian Waris dalam Islam 

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal 

dari bahasa Arab yaitu: ٚاسصخ -ٚسصب -٠شس -ٚسس yang berarti pindahnya harta si Fulan.
18

 

Pengertian waris ditinjau secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab, waris 

berasal dari kata warits yang berarti (tinggal atau kekal). Oleh sebab itu, apabila 

dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan warits tersebut berarti 

orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh 

si mayit sering dikenal dengan istilah ahli waris.
19

 

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain 

atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-miirats. Sedangkan makna Al-

miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak 

kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, 

baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak 

milik legal menurut syari‟i.20
 

Lafazh Faraid merupakan jamak (bentuk plural) dari lafazh faridhah yang 

mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu: suatu 

yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang 

terdapat dalam al-Qur‟an, lebih banyak bagian yang ditentukan dibandingkan 

bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamakan dengan 

Faraid. Dengan demikian penyebutan Faraid didasarkan pada bagian yang 

diterima oleh ahli waris.
21

 

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau faraidh 

merupakan bentuk jamak dari farhidah, yang diartikan para ulama faradiyun 

bermakna mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, 

                                                           
18

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hidakartya Agung, 1989, 496. 
19

 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, (Jakarta: Sinar 

Grafika, cet. I, 1995),  52 
20

 Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000, 36 
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008 ),  5. 
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mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan 

ditentukan besar-kecilnya oleh syara.
22

 

Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah SWT: 

سِسَ  َٚ َٚ  ُٓ هّ دَ  ع١ٍَُْ  ٚ دَا
ٕٖ

 

 “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud” (QS. An- Naml:16)
24

 

Adapun penggunaan kata Mawaris lebih melihat kepada yang menjadi 

obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. 

Kata mawarits merupakan bentuk plural dari kata mirats yang berarti mauruts harta 

yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata warits yang dipergunakan dalam 

beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu karena kata 

warits artinya adalah orang pewaris.
25

 

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal 

dalam hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, 

misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Dalam redaksi yang lain, 

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan 

setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana 

berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada 

waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
26

 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.
27

 Hukum kewarisan 

adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian harta 

yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.
28

 Dalam redaksi 

yang lain Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum 

yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian 

penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagianya.
29

  

                                                           
22

 Dian Khirul Umam, Fiqih Mawaris, Cet, ke 11,Bandung: Pustaka Setia, 2006, 11-13 
23

 QS. An-Naml  (27): 16 
24

 Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,  

378 
25

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008 ),  6. 
26

 Sabri Deki Suwarna, Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2), 93-107, “Fiqh Mawaris (Syariat 

Kewarisan) Di Indonesia”, 95 
27

 Hasyim Nawawi, Hukum Waris Islam (Surabaya: PT Janggala Pustaka Utama, 2010),  14 
28

 Muh Syarbini al-Khatib, Mugni Al-Muhtaj (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), 3 
29

 Hasby Ash Shiddiqy, Fiqh Mawaris (Yogyakarta: Mudah, 1981). 8 
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Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 

ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam 

lapangan hukum kekanyaan/harta benda saja yang dapat mewaarisi.
30

 

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, 

seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa “hukum 

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan 

harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagiannya”31
 

2. Dasar Hukum pembagian Waris 

Yang menjadi dasar hukum dalam pembagian waris dalam islam yaitu ayat-

ayat Al-Qur‟an dan Hadist-hadist nabi yang membahas hukum waris. 

a. Dasar Hukum dari Al-Qur‟an 

 ayat Al-Qur‟an pada surat An-Nisa‟ ayat 7 sebagai berikut: 

الََْ  َٚ  ِْ اٌلِذه َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ِِّ ءِ ٔص١َِْت   ٌٍِِّٕغَبو َٚ  ََْۖ ْٛ الَْلَْشَثُ َٚ  ِْ اٌذِه َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ِِّ جَبيِ ٔص١َِْت   ْٚ وَضلُشَ   ٌٍِشِّ ْٕلُٗ اَ ِِ  ًَّ لب للَ َّّ ِِ  َْ ْٛ لْشَثلُ

ظًب ْٚ فْشُ َِّ ٔص١َِْجبً 
ٖٕ

 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu 

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa‟ ayat 7)33
 

Sajuti Thalib merinci Surah An-Nisa Ayat 7 menjadi enam garis hukum 

yaitu:34 

1. Bagi anak laki- laki ada bagian harta warisan dari ibu bapaknya 

2. Bagi anak Perempuan ada bagian harta warisan dari ibu bapaknya 

3. Bagi aqrabun(keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari peningalan 

aqrabun (keluarga dekat laki-laki atau perempuan) nya 

4. Bagi aqrabun(keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari peningalan 

aqrabun (keluarga dekat laki-laki atau perempuan) nya 

5. Ahli waris itu ada yang mendapat kan warisan banyak dan ada sedikit 

6. Pembagian-pembagian tersebut ditentukan oleh Allah SWT 

Juga terdapat dalam surat An-Nisa‟ ayat 8, yaitu: 
                                                           

30
 Effendi perangin, Hukum Waris, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016, 3 

31
 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171. 

32
 QS. An-Nisa(4), 7 

33
 Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 

78. 
34

 H.M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, CV Pustaka Setia, 2004, 39 
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ا  ْٛ ٌلُللللل ْٛ لُ َٚ للللللُٗ  ْٕ ِِّ  ُْ ُ٘ ْٛ ُٓ فلَلللللبسْصُلُ للللللى١ِْ غه َّ ٌْ ا َٚ للللللٝ  هّ ١ٌْزَه ا َٚ للللللٝ  ٌْمشُْثه خَ اٌُٚلُلللللٛا ا َّ ٌْمغِْلللللل ارَِا دَعَللللللشَ ا َٚ

ؼْشُ  َِّ لًَ  ْٛ ُْ لَ فبًٌَُٙ ْٚ
ٖ٘

 

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 

miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisa‟ ayat 8)36
 

Selain dari surat An-Nisa‟ ayat 7 dan 8 diatas, dasar hukum pembagian 

waris juga terdapat dalam surat An-nisa‟ ayat 11 sebagai berikut: 

 ِٓ قَ اصْٕزَلَلللل١ْ ْٛ ءً فلَلللل
َّٓ ٔغَِلللللبو ْْ وُللللل ِٓ َ فلَللللبِ ْٔض١َلَلللل١ْ ًُ دَللللل ِّ الَُْ ضْللللل ِِ وَشِ  ُْ ٌٍِلللللزَّ لََدِوُللللل ْٚ ْْٟٓ اَ ُ فلِلللل

ُُ اّللهه صِللللل١ْىُ ْٛ ُ٠

ْْ وَبٔلَلللل اِ َٚ لللللب رلَللللشَنَ َ  َِ َّٓ صٍُضُلَللللب  لللللب فٍََٙلُلللل َّ ُْٕٙ ِِّ ادِلللللذٍ  َٚ  ًِّ ِٗ ٌىُِللللل ٠ْللللل َٛ لَِثََ َٚ ادِلللللذَحً فٍََٙلَللللب إٌِّصْلللللفُ    َٚ ذْ 

 ِٗ للللل ِِّ ُٖ فلَِاُ هٛ ْٓ اثَلَلللل  ٗ سِصلَلللل َٚ َّٚ ٌلَللللذ   َٚ   ٗ ْٓ ٌَّللللل ُْ ٠ىَُللللل ْْ ٌَّللللل ٌلَللللذ  َ فلَللللبِ َٚ   ٗ َْ ٌلَلللل ْْ وَلللللب لللللب رلَللللشَنَ اِ َّّ ِِ لللللذُطُ  اٌغ 

 ْْۢٓ للللل ِِ لللللذُطُ  ِٗ اٌغ  للللل ِِّ ح  فلَِاُ َٛ ْٓ اخِْللللل  ٗ َْ ٌلَلللل ْْ وَلللللب لُللللشُ َ فلَللللبِ ٍٓ    اٌضٍ  ْٚ د٠َْللللل ْٟ ثِٙلَللللبْٓ اَ صِللللل ْٛ صِللللل١َّخٍ ٠  َٚ ثؼَْلللللذِ 

َ وَلللللل َّْ اّللهه ِ   اِ
َٓ اّللهه لللللل ِِّ ُْ ٔفَْؼًللللللب   فش٠َِْعَللللللخً  ُْ الَْللللللشَةُ ٌىَُلللللل لُللللل َْ ا٠َٙ  ْٚ َُْ لََ رلَلللللذْسُ ؤُوُ اثَْٕلَلللللبو َٚ  ُْ ؤُوُ ثلَلللللبو َْ اه ب

ب ًّ ب دَى١ِْ ًّ ػ١ٍَِْ
ٖ7

 

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anakanakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan)”. (Q.S. An-Nisa‟ ayat 11)38
 

b.  Sumber Hukum dari Hadist Nabi: 

Dasar hukum pembagian waris selain dari ayat-ayat diatas juga terdapat 

pada hadist berikut: 

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim: 

“Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada 
orangorang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih 

utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).
39

 

ٌْذِمُٛا  أَ َّ عَللللٍَّ َٚ  ِٗ يُ اللهِ صَللللٍَّٝ اللهُ ػ١ٍََْلللل ْٛ للللب للَلللبيَى للَلللبيَ سَعُلللل َّ ُْٕٙ َٟ اللهُ ػَ ِٓ ػَجَّللللبطٍ سَظِلللل ِٓ اثْلللل ػَلللل

جَُٗ  ًٍ رَوَشخَشَّ ٌٝ سَجُ ْٚ ب أثَْمذَِ اٌفشَائطُِ فلََِِ َّ ٍِْ٘ٙب، فَ ُ  (اٌفشَائطَِ ثأَ غٍِْ ُِ َٚ   ٞ   .)اٌجخَُبسِ

                                                           
35

 QS. An-Nisa (4): 8 
36

 Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 
78. 

37
 QS. An-Nisa (4): 11 

38
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur‟an 

Kementerian Agama RI, 2010), 103 
39

 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, 11 
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Dari Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhuma, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan 
kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan 

mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)
40

 

 

2. Dalam Riwayat Al-Bukhari dan Mulim: 

ػ١ٍٛ ِزفف) اٌّغٍُ اٌىبفشٚلَاٌىبفش اٌّغٍُ ٠شس لَ
ٗٔ

( 
“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak 
mewarisi orang Islam”. (Muttafaq „alaih) 
 

 

3. Riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan: 

ٟ  ظلللللٍؼُ  ٍلَللللخ  اٌضٍُضُلَلللللعََلللللبٌَّٕجِ ِّ لللللذُطِ رىَْ ِٓ ٌغ  ثْللللل لللللذِ إٌعَلللللفُ ٚلَِثْٕلَللللخِ الَِْ ْٕ جِ ٍْ ٌِ َٟ ِلللللبَ ثمَلِلللل َٚ  ِٓ ١ْ

فٍَلِْاخُْذِ )سٚاٖ اٌججضٞ(
ٕٗ
 

 “Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis 

laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara 
perempuan.” (Riwayat al-Bukhari) 

4. Riwayat Al-Bukhari: 

 

َٟ اّللهُ  ِٓ ػَجلّللبطَِ سَظِللل ْٓ اثِْللل ِٗ ػَللل طٍ أث١َِْللل ُٚ ُٓ غلللبَ صَٕباَثْ ١َْ٘ت  دَلللذَّ ُٚ صَٕبَ َْ ًَ دَلللذ  ُٓ ئعِْلللّبػ١َِ ظَ ثْللل ُِ صَٕبَ دَلللذَّ

 ًَ َُ للَل عَللٍَّ َٚ  ِٗ ْٟ صَللٍَٝ اّللهُ ػ١ٍََْلل ِٓ إٌَّجلِل ُّْٕٙللبَ ػَلل َٝ ػَ ٌلل ْٚ َٛ يِ أَ َٟ فَٙلُل ٍِْ٘ٙللبَ فَّللبَ ثمَلِل ٌْفشََائطَِ ثلِلبَ  اا ْٛ ٌْذِم لل اَ

ًٍ رَوَشٍ. )سٚا٘بٌجخبسٞ(  سَجُ
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma‟il telah menceritakan 

kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya 

dari Ibnu Abbas radliallahu „anhuma, dari Nabi Shallallahu „alaihi wasallam 
bersabda: “berikanlah bagian fara‟idh (warisan yang telah di tetapkan) kepada 
yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat 

nasabnya)”. (H.R. Imam Bukhari).
43

 

Kemudian al-Qurtubi berkata: ”Kalau sudah begini ketentuannya, maka 

ketahuilah bahwa ilmu faraidl adalah bunga rampai ilmu sahabat yang 

wawasannya sangat luas. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan”. Semua 

yang telah ditulis oleh ulama‟ terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun 

tentang ilmu faraidz, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat ayat yang 

mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara‟, dan menerangkan maksud 

pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk 

menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan membunyikannya.
44
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c. Ijma‟ (Kesepakatan Ulama) 

Ijma‟ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullh SAW 

Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur‟an maupun Sunnah. 

Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai 

referensi hukum.
45

 Para ulama mendefinisikan ijma‟ sebagai kesepakatan 

seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara‟ mengenai suatu 

hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.
46

 

d. Ijtihad 

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus 

pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang 

menyangkut warisan, seperti halnya masalah- masalah lain yang dihadapi 

manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al- Qur`an atau as-

Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan 

bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma` (consensus) dikalangan 

ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan 

masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan 

masyarakat dan perkembangan kemajuannya.
47

 

Ijma‟  adalah salah satu dalil syara‟ yang memiliki tingkat kekuatan 

argumentatif di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur‟an dan Hadist). Ijma‟ merupakan 

dalil pertama 

setelah Al-Qur‟an dan Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam menggenali 

hukum-hukum syara‟.48
 

3. Syarat pembagian Waris 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:
49

 

a. Meninggal dunianya pewaris Yang dimaksud dengan meninggal dunia 

adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi 

(menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). 

Lebih lanjut mengenai pengertian mati hakiki, hukmi dan taqdiri adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus 

melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia. 

2. Mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan 

melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa 

terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa 

diketahui di mana dan bagaimana keadannya. Setelah dilakukan upaya-

upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan 

meninggal dunia. 

3. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah 

meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke 

medan perang. Setelah beberapa tahun, misalnya ternyata tidakdiketahui 

kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah 

meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal. Tanpa ada 

kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-

bagikan kepada ahli waris. 

b. Hidupnya ahli waris 

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. 

Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui 

jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli 

warisnya harus benar-benar hidup. 

c. Mengetahui status kewarisan 

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah 

jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, 

hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebapak 

maupun seibu. 

4. Rukun pembagin Waris  

Adapun rukun dalam pembagian waris yaitu:
50

 

a. Pewaris (Al-Muwarris) 

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, 

meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris 

secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari 
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seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. 

Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada 

keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan 

pada saat menjelang kematiannya. Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris 

adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan 

beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan 

harus beragama Islam. Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI 

huruf b yaitu : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” 

b. Harta Warisan (Al Mauuruts) 

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta 

bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat 

pewaris. Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan 

harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama 

sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan 

jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya 

harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris. Harta warisan berbeda dengan 

harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang 

dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa 

benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan 

orang lain. Pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh 

orang yang mati secara mutlak. Sedangkan pengertian harta warisan menurut 

Pasal 171 huruf e KHI yaitu :[8] “Harta warisan adalah harta bawaan 

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” 

c. Ahli Waris (Al Waarit) 

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan 

kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam 

kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, 
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melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut 

mendapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas 

mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas 

maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa 

janin tersebut akan dinasabkan. Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris 

yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat 

dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau 

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang 

belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar 

si bayi tersebut. Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c 

yaitu : “Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

1. Syarat-syarat ahli waris, yaitu:
51

 

a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, 

orang tua pewaris dan seterunya. 

b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris) 

c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris. 

d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh 

pewaris. 

2. Macam-macam Ahli waris: 

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat 

mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena 

kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan 

dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat 

menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan 

sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui 

perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:
52

 

a. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya 

timbul karena hubungan darah. 
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b. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu 

sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya 

atau karena adanya perjanjian tolong menolong. 

Sedangkan dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan 

kepada: 

a. Ahli waris ashab-al-furud, yaitu orang yang mempunyai bagian harta 

peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur‟an, al Sunah, atau al-

ijma. 

b. Ahli waris ashabah (yang mendapatkan semua harta atau „Ashabah, yaitu 

didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. 

Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun 

ahli waris yang berkedudukan sebagai „Ashabah itu tidak berlaku baginya 

ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil furudh). Apabila 

seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian 

tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan 

kepada „ashabah. Tapi, apabila ada antara ahli waris mendapat bagian 

tertentu, maka sisanya menjadi bagian „ashabah.53
 Adapun macam-macam 

„ashabah itu ada : 

1. Ashabah bin nafsi yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri 

berhak menerima bagian ashabah 

2. Ashabah bil al-ghair yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris 

karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa 

3. Ashabah ma‟al gairi yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena 

bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa 

c. Ahli waris Dzawil Arham, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai 

hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi 

bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. 

3. Sebab-sebab mewarisi:
54

 

a. Hubungan sebab kekeluargaan (al-Qarabah)  

Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud di sini yaitu semua ahli 

waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa 
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maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun 

mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal 

ini, berlaku ketentuan 

ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, 

sesuai ketentuan Al-Qur‟an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari 

laki-laki. Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar 

mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah: 

الََْ  َٚ  ِْ اٌذِه َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ِِّ ءِ ٔص١َِْت   ٌٍِِّٕغَبو َٚ  ََْۖ ْٛ الَْلَْشَثُ َٚ  ِْ اٌذِه َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ِِّ جَبيِ ٔص١َِْت   َْ ٌٍِشِّ ْٛ لْشَثُ

ظًب ْٚ فْشُ َِّ ْٚ وَضشَُ   ٔص١َِْجبً  ُْٕٗ اَ ِِ  ًَّ ب لَ َّّ ِِ
٘٘

 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa‟ ayat 7)56
 

b. Hubungan sebab perkawinan (Al-Mushaharah) 

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, 

baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, 

menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya 

meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi 

saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar. 

c. Hubungan sebab al-Wala‟ 

Al-Wala‟ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan 

hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang 

diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga 

ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga 

hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua. 

4. Sebab-sebab pengahalang waris: 

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawani‟ al-irs 

adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima 

warisan dari harta peninggalan almawarris: 

a. Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang 

dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur‟an surat Al baqarah ayat 72: 
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ُْ ٔفَْغً  ٍْزُ ارِْ لزََ َٚ َ َْ ْٛ ُّ ُْ رىَْزُ ْٕزُ ب وُ َِّ خْشِط   ُِ  ُ
اّللهه َٚ ُْ ف١ِْٙبَ    سَءْرُ ب فبَدّه

٘7
 

“Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-

menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu 

sembunyikan.” (Al-Baqarah:72)
58

 

b. Perbedaan agama 

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama 

Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “orang islam 

tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang 

islam” (HR. Jama‟ah). Dan hadis: “tidak saling mewarisi antara dua orang 

pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Sunan).
59

 Dan Firman Allah 

Swt. Dalam surat An-Nisa ayat 141: 

 َٓ َْ  اٌَّز٠ِْ ْٛ ُْ   ٠زَشََثَّصُ ْْ  ثىُِ ِ َْ  فبَ ُْ  وَب َٓ  فزَْخ   ٌىَُ ِِّ  ِ
ا اّللهه ْْٓٛ ُْ  لبٌَُ ْٓ  اٌََ ُْ  ٔىَُ ؼَىُ َِّ  َْۖ ْْ اِ َٚ  َْ َٓ  وَب فش٠ِِْ ٍْىه ٌِ 

ا ٔص١َِْت   ْْٓٛ ُْ  لبٌَُ ِٛرْ  اٌََ ُْ  ٔغَْزذَْ ُْ  ػ١ٍََْىُ ٕؼَْىُ ّْ َٔ َٚ  َٓ ِِّ  َٓ ١ِْٕ ِِ إْ ُّ ٌْ ُ ْ   ا
ُُ  فبَلّلهه ُْ  ٠ذَْىُ ََ  ث١َْٕىَُ ْٛ خِ  ٠َ َّ ٌْم١ِه ْ   ا

 ْٓ ٌَ َٚ  ًَ ُ  ٠َّجْؼَ
َٓ  اّللهه فش٠ِِْ ٍْىه َٓ  ػٍََٝ ٌِ ١ِْٕ ِِ إْ ُّ ٌْ عَج١ِْلًا  ا

ٙٓ
 

“Dan Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan 

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa ayat 141)
61

 

c. Perbudakan 

Budak diyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena setatus 

dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian mayoritas ulama. 

Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75: 

ُ  ظَشَةَ 
ضلًَا  اّللهه وًب ػَجْذًا َِ ْٛ ٍُ ّْ ٝ ٠مَْذِسُ  لََّ  َِّ هٍ ءٍ  ػَ ْٟ ْٓ  شَ َِ َّٚ  ُٗ هٕ صَلْ َّٕب سَّ َٛ  دَغَٕبً سِصْلبً ِِ ْٕفكُِ  فَُٙ ُ٠ 

 ُْٕٗ ا ِِ ْٙشًا   عِشًّ جَ َّٚ  ًْ َ٘  َْ  ٛ ذُ َْ  ٠غَْزَ ّْ ٌْذَ ِ  اَ
ًْ ْ   لِلهّه ُْ  ثَ َْ  لََ  اوَْضشَُُ٘ ْٛ ُّ ٠ؼٍََْ

ٕٙ
 

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”.(An-Nahl:75)

63
 

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara de 

facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara 

de jure eksistensi mereka tidak ada.
64

 

Sedangkan menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 

dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah 

sebagai berikut:
65
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1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau 

mencoba membunuh si yang meninggal. 

2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara 

fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah 

suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam 

dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih 

berat. 

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si 

yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat nya. 

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat 

wasiat si yang meninggal. 

5. Asas-asas Pembagian Waris 

Asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum 

Islam, sebagai berikut:
66

 

a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki 

dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat 

dzawil arham. Asas ini didasarkan atas: 

1. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: 

a. kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: 

1. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak 

laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan 

terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. 

2. menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. 

b. apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan 

hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan 

antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu 

2. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: 

a. ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam Pasal 173. 

b. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 

yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris 
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pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari 

saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara 

perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi 

adalah ahli waris. 

b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu: 

1. ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

2. ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur 

berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli 

waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak 

laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, 

keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan 

keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris 

pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 

174 KHI) 

c. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas 

pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena 

tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau 

berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima 

sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk 

menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagi ahli waris (Pasal 1023 KUH 

Perdata) 

d. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli 

waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal 

dinyatakan Pasal 189 KHI: “agar apabila terdapat lahan  pertanian sebagai 

harta warisan yang luasnya kurang dari 2 hektar, maka tanah tersebut tidak 

perlu dibagi kecuali ada kondisi ahli waris membutuhkan uang”.  pada ayat (2) 

nya dinyatakan: “bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak 

dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang 

memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih 

ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak 

sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris 

bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha 
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bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian 

warisan mereka 

e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian 

perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki 

dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan 

kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala 

rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, 

sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban 

menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak 

mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi 

sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian 

masing-masing yang sebenarnya menurut hukum 

f. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari 

seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang 

tersebut meninggal dunia 

g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah 

h. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik 

dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari 

anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan atau 

anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta 

peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 

tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima 

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak 

angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya”. 

i. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama 

selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, dan 

tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya 

j. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut 

dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi 

Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. 

Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang 
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pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan 

sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut 

k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 

210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur 

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat 

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain 

atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya 

dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 

penghibah”. 

6. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara 

pembagiannya sebagai berikut: 

a. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu: 

1. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. 

Hal yang demikian dinyatakan ddalam Pasal 177 KHI “Ayah mendapatkan 

sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah 

mendapat seperenam bagian”. 

2. Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau 

pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) 

mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau 

pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). 

Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) “Ibu mendapat 

seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada 

anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga 

bagian”. Ayat (2) dinyatakan ”Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa 

sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”. 

3. Duda mendapat ¼ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, 

mendapatkan ½ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian 

dinyatakan dalam Pasal 179 KH “Duda mendapat separoh bagian, bila 

pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, 

maka duda mendapatkan seperempat bagian”. 

4. Janda mendapat 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak/ keturunan, 

mendapat ¼ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. 
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Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI “Janda mendapat seperempat 

bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 

meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”. 

5. Seorang anak perempuan mendapat ½ bagian, dua orang atau lebih anak 

perempuan mendapar 2/3 bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan 

dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-

laki, maka bagian anak-laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. 

Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya 

seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka 

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan 

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua 

berbanding satu dengan anak perempuan”. 

6. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) 

mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara 

(sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/3 bagian, jika saudara (sekandung, 

seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam 

Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan 

ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing- 

masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih 

maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”. 

7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat ½ bagian, 

dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat 

2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan 

tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. 

Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang meninggal tanpa 

meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara 

perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila 

saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan 

kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama 

mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian 

saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”. 

b. Kelompok Ahli Waris yang Tidak ditentukan Bagiannya, yaitu sebagai berikut: 

1. anak laki-laki dan keturunannya 
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2. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki 

3. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak 

meninggalkan keturunan dan ayah 

4. kakek dan nenek 

5. paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan 

keturunannya. 

c. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti, 

yaitu: 

a. keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya 

b. keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) 

mewarisi bagian yang digantikannya 

c. kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, 

masingmasing berbagi sama 

d. kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing 

berbagi sama 

e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari 

ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah 

f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari 

ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu 

d. Prinsip-prinsip hijab – mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

praktek pengadilan sebagai berikut: 

1. Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara 

(sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya 

2. Ayah menghijab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang 

melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya 

3. Ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya besrta paman/bibi 

pihak ibu dan keturunannya 

4. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghijab paman 

dan bibi pihak ayah dan biu serta keturunannya 

e. Kompisasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan 

sekandung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 181 dan 182 KHI. Dalam 

perkembangannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung dengan 
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saudara seayah, mereka mendapatkan ashabah secara bersama-sama dengan 

ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan 

f. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli 

waris memiliki tingkatan sebagai berikut: 

1. kelompok derajat pertama, yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, 

ayah dan ibu 

2. kelompok derajat kedua, yaitu: janda/duda, anak dan/ atau keturunannya, 

kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu 

3. kelompok derajat ketiga, yaitu: janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, 

seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak 

ibu 

4. janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya 

g. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan di atas 

2. menerapkan hijab-mahjub seperti yang diuraikan di atas 

3. perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian 

saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding 

bagian bibi adalah 2:1 

4. ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan 

ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli 

waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan 

5.  bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris 

ashabah 

6. sisa pembagian ahli waris dzawil furud untuk ahli waris ashabah, dengan 

ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan 

7. jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris 

melebihi nilai satu, maka dilakukan aul 

8. jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris 

kurang dari nilai satu, maka dilakukan rad. Rad tidak berlaku untuk janda. 
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B. Hukum Waris Adat 

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 

tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan 

penguasaan dan pemilikkannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat 

sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada 

keturunannya.
67

 Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli: 

1. Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 

mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari 

harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada 

generasi”.
68

 

2. Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda 

dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia 

kepada turunannya”.
69

 Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-

ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud 

atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya kekayaan (berwujud 

atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. 

3. Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal 

apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang 

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang 

lain yang masih hidup”.
70

 Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara 

penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak 

kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang 

wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara 

penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai 

akibat dari kematian seseorang.
71

 

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan 

itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang 

esensial (mutlak), yakni: 

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta 
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kekayaan. 

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang 

ditinggalkan ini. 

3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang 

ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.
72

 

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas 

Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab 

perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang 

berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang 

itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna 

mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.
73

 

Hukum waris adat di Indoneisa bersifat pluralistik, yaitu menurut suku bangsa 

atau kelompok etnik yang ada.hal itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya sistem 

kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang berbeda-beda. Sistem 

hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan kekerabatan 

masyarakat yang berbeda. Kekerabat hukum waris adat yang sangat dipengaruhi 

oleh kehidupan masyarakat. Menurut Buzhar Muhammad menyatakan bahwa 

adanya hubungan atau susunan keluarga faktor penting dan dasar untuk pembagian 

waris.
74

 

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh 

persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama 

persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial 

(berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam 

persekutuanyang geneologis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, 

karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara 

mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial 

anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat 

kedudukan di suatu daerah yang sama. Persekutuan genelogis disebut desa atau 

gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan 

hukum yang dipengaruhi territorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah 

seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut 
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dengana Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan 

geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal 

(kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu).
75

 

Pada kelompok masyarkat dilihat dari sistem kekrabatannya dapat dibedakan 

kedalam tuga bentuk kelompok, yaitu: 

1. Sistem patrilineal yaitu keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan 

pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam 

hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. 

Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-

laki daripada anak perempuan. 

2. Sistem matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang 

menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan 

merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan 

termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk 

dalam keturunan ibunya. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih 

menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-

laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah. 

Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu 

serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutan ini 

(bilateral). Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan 

kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.
76

 

3. Sistem kekerabatan billateral atau parental adalah sistem keturunan yang 

menarik garis dari dua sisi yaitu bapak dan ibu. Pada sistem kekerabatan ini 

kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam 

kekerabatan ini diikuti oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lain 

sebaginya.
77

 

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:
78

 

1. Prinsip azas umum yang menyatakan jika pewarisan tidak dapat 

dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas 

atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak 
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laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau 

keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan 

seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang  mewarisi adalah 

saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga 

sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga 

yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. 

2. Prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling) yang menyatakan bahwa 

jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut 

meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari 

yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari 

cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian 

warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak 

(adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri 

(Kandung). 

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan 

kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan 

pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. 

Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan 

setelah upacara sedekeh atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, 

seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu 

tersebut para anggota waris berkumpul. Di samping sistem kekeluargaan yang 

sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap 

penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris 

adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu: 

1. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa 

para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, 

dll. 

2. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris 

mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta 

peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-

masing ahli waris, contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” di 

semenanjung Hitu Ambon. 

3. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa 

harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini 
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ada dua macam, yaitu: 

a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan 

laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di 

Lampung. 

b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli 

waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di 

Sumatera Selatan. 

 

C. „Urf 

1. Pengertian „Urf 

  Kata „urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata „Arafa, ya‟rufu sering 

diartikan dengan Al-Ma‟ruf ( اٌّؼشٚف) “sesuatu yang dipandang baik dan diterima 

oleh akal sehat”.  Al-‟Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini 

mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang 

sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi 

Abdul-Karim Zaidan, istilah „urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu 

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 

mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.
79

 

Arti „urf secara harfiyah adalah suatu keadan, ucapan perbuatan, atau ketentuan 

yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat „urf ini sering 

sering disebut sebagai adat.
80

 Sedangkan menurut istilah para ahli syara‟,tidak 

ada perbedaan antara „urf dan adat kebiasaan. Maka „urf yang bersifat perbuatan 

adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling 

memberikan tanpa ada shighat lafzdhiyyah (ungkapan melalui perkataan). 

Sedangkan „urf yang bersifat pemutlakan lafadz “al- walad” terhadap anak laki-

laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak 

memutlakan lafazh “al-lahm” (daging) terhadap ikan.
81

 

  Ada pendapat lain yang mengatakan „urf secara bahasa itu sesuatu 

kebiasaan yang dilakukan. Kemudian „urf menurut istilah yaitu sesuatu yang 

menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan 
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dan ucapan yang popular di antara mereka. Ini mencakup „urf „Amaly dan Qauly. 

Dengan kata lain, ‟urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku.
82

 

  „Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah 

menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan 

meninggalkan. „urf juga disebut adat atau tradisi. Sedangkan menurut istilah para 

ahli syara‟, tidak ada perbedaan antara „urf dan adat kebiasaan atau tradisi.
83

 

  „Urf (kebiasaan masyarakat) merupakan sesuatu yang berulang-ulang di 

lakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, 

baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.
84

 

  Menurut Rachmat Syafi‟i, dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan 

istilah „urf yang secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau 

ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya.
85

 

   „Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafy 

dan Maliky, yang berada di luar nash. „urf (tradisi) adalah bentuk- bentuk 

muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah 

berlangsung ajeg.
86

 

 

2. Dasar Kaidah „Urf 

Para ulama sepakat bahwa „urf harus berdasarkan pada al- Qur‟an, hadis, 

ijmak, dan dalil „aqliy. Adapun dalil dari al-Qur‟an, Allah SWT berfirman: 

َٛ  خُزِ  ٌْؼَفْ شْ  ا ُِ أْ ٌْؼُشْفِ  َٚ اػَْشِضْ  ثبِ َٚ  ِٓ َٓ  ػَ ١ٍِِْٙ ٌْجه ا
87

 

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-„urf 

dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. al-A‟raf: 199). 
88

 

Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud al-„urf di sini 
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adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan tela dikenal.
89

  

Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW di antaranya 

adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan 

oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal 

nafkah. Rasulullah bersabda: “Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang 

mencukupimu dan anak-anakmu”.
90

 Di samping itu, sebuah hadis marfû‟ 

diriwayatkan oleh Ibnu Mas‟ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum 

Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah 

SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum.
91

 Dengan demikian, adat tidak 

perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama 

tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. 

Imam Syatibi menyebutkan bahwa al-„urf bisa dijadikan pijakan hukum 

berdasarkan atas konsensus (ijmâ‟) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat 

manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu 

sumber hukum, maka Allah telah membebankan sesuatu di luar kemampuan 

manusia (taklîf bi mâ lâ yutâq). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah 

terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui 

asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian 

dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat 

atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di 

luar adat pun tidak akan ada nilainya.
92

 

3. Macam-macam ‘Urf 

a. „Urf ditinjau dari segi kualitasnya (bisa diterima dan tidaknya oleh syara‟) 

ada dua macam yaitu:
93

 

1. „Urf yang shahih yaitu „urf yang tidak bertentangan dengan syar‟ 

„Urf  Shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. 

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan 

hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. 
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Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu 

yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari 

kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan merek. Oleh karena itu, 

maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara‟, maka wajib diperhatikan. 

Syari‟ telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan 

hukumnya. Oleh karena itu ada ulama yang berkata: 

خ  اَ  َّ ذَىَّ ُِ  ٌْؼَبدَحُ شَش٠ِْؼَخ  
“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”94

 

Sesuatu yang dikenal baik dan telah dikenal sebagai kebiasaan masyarakat. 

Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk 

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi 

dalam suatu masyarakat. 

2.  „Urf yang fasid atau „urf yang batal, yaitu „urf yang bertentangan dengan 

syara‟ 

„Urf Fasid (adat kebiasaan yang rusak) wajib diperhatikan, karena 

memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar‟i, atau mebatalkan 

hukum sya‟i.  Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu pejanjian 

yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat 

riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya. Maka „Urf ini 

tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh 

karena inilah, maka dalam undang- undang yang dibuat, „urf yang bertentangan 

dengan peratuan atau ketentuan umu tidak diakui. 

b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, „Urf atau adat kebiasaan dibagi 

menjadi dua yaitu :
95

 

1. „Urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan atau „urf yang berlaku 

untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar barang tanpa 

perkataan ijab qabul. 

2. „Urf yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat atau negeri 

tertentu saja. 

c. Ditinjau dari segi objeknya, „Urf atau adat kebiasaan dibagi menjadi dua 

yaitu :
96

 

1. „Urf lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 
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lafad/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. 

2. „Urf „amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan 

biasa atau mu‟amalah keperdataan. Maksdunya perbuatan biasa adalah 

perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 

kepentingan orang lain. 

4. Kehujjahan ‘Urf 

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa „urf dapat dijadikan sebagai 

salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara‟ jika memenuhi syarat berikut:
97

 

1. „Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat 

perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya „urf itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. 

2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, „urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu 

lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 

3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan Nash, sehingga menyebabkan hukum 

yang dikandung Nash itu tidak bida diterapkan. „urf seperti ini tidak bisa 

dijadikan sebagai dalil syara‟, karena kehujjahan „urf bisa diterima apabila 

tidak ada Nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA HARDIMULYO DAN PANDANGAN ULAMA NU 

KECAMATAN KALIGESING 

BAB III GAMBARAN UMUM DESA HARDIMULYO PANDANGAN ULAMA NU 

KECAMATAN KALIGESING 

A. Gambaran Umum Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo 

1. Gambaran Umum 

Desa Hardimulyo adalah wilayah kepemerintahan yang berada dibawah 

naungan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang 

berada pada titik koordinat 110.082678 LS/LU -7.691576 BT/BB dengan luas 

wilayah 228 Ha
2 

dan luas tanah kas desa 0,6568 Ha
2
 mempunyai batas-batas wilayang 

sebagai berikut: 

- Sebelah Utara :  Desa Kaliglagah 

- Sebelah Selatan :  Desa Gunung Wangi Dan Tlogorejo 

- Sebelah Barat : Desa Rimun  

- Sebelah Timur : Desa Sudorogo 

Dan mempunyai orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut: 

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 16 Km 

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota  : 23 Km 

- Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten  : 23 Km 

- Jarak dari Ibukota Provinsi   : 120 Km 

 

Gambar 3.1 

PETA DESA HARDIMULYO KEC. KALIGESING KAB. 

PURWOREJO2022 

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, Telah diolah sebelumnya 

RIMUN 

KALIGLAGAH 
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a. Susunan organisasi Pemerintah Desa Hardimulyo 

Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Desa Hardimulyo yaitu terdiri dari: 

1. Kepala Desa : Tumino 

2. Sekertaris Desa : Agus Wahyudi 

3. BPD 

- Ketua  : Murwani 

- Sekertaris : Nofiyanto 

- Anggota  : Sugiyati 

  Andi Wahyu Winaryanto 

  Sokhibul Hoyali 

4. KASI 

- Pemerintahan : Sigit Wibowo 

- Kesejahteraan : Arif Rohman 

- Pelayanan : Nurul Hidayah, S. Pd. 

5. KAUR 

- TU dan Umum : Arif Febri P. 

- Keuangan : Muhammad Anwar 

- Perencanaan : Kriswanti 

6. KADUS 

- KADUS I : Marino 

- KADUS II : Hery Sutoyo 

- KADUS III : Mudangi 
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KETERANGAN: 

  : Garis Perintah 

  : Garis Koordinasi 

 

GAMBAR 3.2 

BAGAN ORGANISASI KEPENGURUSAN PEMERINTAH DESA HARDIMULYO 

KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO 

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo,2022, sudah diolah sebelumnya 

 

b. Kependudukan 

Desa Hardimulyo memiliki penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 376 KK dengan rincian sebagai berikut: 

1. Keluarga Pra Sejahtera  : 209 KK 

2. Keluarga Sejahtera I  : 65    KK 

3. Keluarga Sejahtera II  : 30    KK 
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4. Keluarga Sejahtera III  : 39    KK 

5. Keluarga Sejahtera III plus :    -    KK 

 Dengan jumlah penduduk sebanyak 1184  Jiwa dengan rincian sebagai berikut: 

1. Laki-laki : 591  Jiwa 

2. Perempuan : 593  Jiwa 

3. Usia 0 – 17 : 229   Jiwa 

4. Usia 18 – 56 : 583   Jiwa 

5. Usia 56 ke-atas : 372   Jiwa 

Adapun mata pencaharian dari penduduk Desa Hardimulyo beraneka macam 

diantara yaitu: 

1. Karyawan 

- Pegawai Negeri Sipil : 3 Orang 

- TNI/Polri   :  -  

- Swasta   : 72 Orang 

2. Wiraswasta   : 37 Orang 

3. Petani    : 446 Orang 

4. Buruh Tani   : 2 Orang 

5. Pensiunan   : 1 Orang 

6. Perdagangan    : 14 Orang 

7. Mengurus Rumah Tangga : 139 Orang 

8. Pelajar / Mahasiswa  : 154 Orang 

9. Belum/Tidak bekerja   : 255 Orang 

10. Buruh Harian Lepas  : 52 Orang 

11. Guru    : 6 Orang 

12. Bidan    : 1 Orang 

13. Sopir    : 1 Orang 
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GAMBAR 3.4 DIGRAM PIE PEKERJAAN PENDUDUK DESA HARDIMULYO 

KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO 

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, Sebelumnya sudah diolah 

 

c. Pendidikan Penduduk 

Tingkat pendidikan penduduk desa Hardimulyo masih sangat kurang. Hal ini 

ditunjukkan dengan data sebagai berikut: 

- Sekolah Dasar / Sederajat :  120 Orang 

- SMP / Sederajat   :  15 Orang 

- SMA / Sederajat   :  13 Orang 

- Akademi    :  7 Orang 

- Sarjana    :  5 Orang 

- Pasca Sarjana   :  - Orang 

 

d. Agama dan Kepercayaan Penduduk 

 Masyarakat Desa Hardimulyo memiliki 100%  agama dan kepercayaan yang 

sama yaitu agama Islam dan bercorak Nahdlatul Ulama atau NU seperti yang 

ditunjukkan pada diagram dibawah ini: 
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GAMBAR 3.6 DIAGRAM AGAMA DAN KEPERCAYAAN PENDUDUK 

DESA HARDIMULYO KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO 

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, Sebelumnya sudah diolah 

 

B. Praktik Pembagian Waris di Desa Hardimulyo 

Pembagian waris yang terjadi di Desa Hardimulyo menggunakan metode 

tunjukan secara langsung dari pasangan sah (suami/istri) si mayit atau kerabat tertua 

atau pemangku wilayah setempat. Metode ini sudah berlangsung sejak dahulu pada 

saat nenek moyang masih ada dan berjalan hingga pada tahun 2020.
98

 

Dari metode tersebut muncullah berbagai respon dari ahli waris diantaranya 

1. Masyarakat Desa Hardimulyo menerima dan menggunakan sistem tunjukan untuk 

pembagian waris hingga mencapai 80%  

2. Masyarakat Desa Hardimulyo menolak atau tidak menggunakan sistem tunjukan 

dalam pembagian waris hingga mencapai 20% 

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Hardimulyo menerima dan 

menggunakan system tunjukan namun masyarakat Desa Hardimulyo masih merasa 

ada kejanggalan yaitu tak banyak masyarakat yang merasa system tunjukan yang 

digunakan ini tidaklah menimbulkan keadilan dan sering kali menimbulkan 
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percekcokan dan kesalahpaham antar ahli waris sehingga menghilangkan 

keharmonisan keluarga. Tetapi, meskipun menyimpan banyak kejanggalan dan 

ketidakadilan system tunjukan ini anehnya masih terus digunakan dan diterapkan 

masyarakat Desa Hardimulyo dalam pembagian waris dengan alasan masyarakat telah 

menganggap bahwa system ini telah diturunkan oleh nenek moyangnya terdahulu 

yang meurut masyarakat Desa Hardimulyo system ini mengandung banyak hal baik 

dan ajaran yang baik serta patut dilestarikan. 

Dalam praktik pembagian waris secara tunjukan tersebut memiliki beberapa 

tahapan atau langkah yaitu:
99

 

1. Semua ahli waris berkumpul setelah pewaris meninggal telah terhitung 40 hari 

atau setelah diadakan acara pengajian 40 hari 

2. Meninjau banyaknya tanah dan lokasi tanah yang akan dibagikan kepada ahli 

waris 

3. Meninjau banyaknya ahli waris yang akan mendapatkan harta waris 

4. Pasangan sah (suami/istri) si mayit atau kerabat tertua membagi harta waris 

secara tunjukan, yaitu dengan menunjukkan secara langsung objek harta dengan 

disaksikan oleh pemangku wilayah atau pemangu adat setempat 

5. Ahli waris mengemukakan pendapat menerima atau tidaknya hasil dari tunjukan 

6. Jika ada yang tidak menerima maka pemangku wilayah menjelaskan kepada ahli 

waris tentang pembagian tersebut 

7. Pembagian mencapai kesepakatan 

Penunjukan ini selain dilakukan oleh pasang sah (suami/istri) si mayit atau 

kerabat tertua juga terkadang dilakukan oleh pemangku wilayah atau pemangku adat 

setempat misanya pak RT atau pak RW dan tidak melibatkan tokoh ulama setempat. 

Dari penunjukan tersebut yang menjadi tolak ukur atau dasar pertimbangan adalah 

letak atau lokasi objek tanah yang akan dibagi, yaitu disesuaikan antara jarak rumah 

ahli waris dengan objek tanah yang diterimanya. Padahal luas atau besaran dari 

masing-masing tanah berbeda sehingga inilah yang memicu percekcokan dan 

permusuhan karena dirasa tidak adil bagi masing-masing ahli waris. Adapun upaya 

ulama NU setempat dalam menyikapi sitem tersebut yaitu dengan melakukan 

dakwah dan kajian yang membahas tentang ketentuan-ketentuan pembagian waris. 

Tetapi, upaya ini tidak secara langsung dan penuh diterima oleh masyarakat dengan 
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lagi-lagi berdalih bahwa system ini peninggalan dari nenek moyang. 

Ketika sitem ini digunakan, tidak sedikit kemudian munculnya percekcokan 

yang terjadi pada masyarakat. Sehingga mengharuskan pemangku wilayah 

melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan pemahaman 

pemahaman seperti tentang jarak jauh dekatnya lokasi tanah degan rumah ahli waris, 

lebih membutuhkan atau tidaknya ahli waris terhadap harta waris dan lain 

sebagainya terhadap ahli waris yang tidak menerima kesepakatan atau menolak 

bagian yang didapat.
100

  

 

C. Uraian Hasil Wawancara 

1. Bapak Tumino (Kepala Desa Hardimulyo Kec. Kaligesing Kabupaten 

Purworejo) 

 Desa Hardimulyo memiliki kultur tradisi yang cukup unik, setiap Dusunnya 

memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Contohnya Dusun Blimbing yang sangat kental 

dengan adat kejawennya dan Dusun Krembeng yang condong masyarakatnya 

agamis dan religius. 

Ada beberapa tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan diantaranya 

yaitu:
101

 

a. merti dusun 

b. saparan 

Tradisi saparan ini setiap rumah diwajibkan memotong ayam kampung untuk 

dijadikan sebagai ayam ingkung 

c. sesuron 

Sesuron ini setiap 3 suro sekali diadakan nyadran.  Dalam nyadran ini 

memotong masyarakat kambing lalu mengadakan sykuran dan makan bersama 

di pemakaman. 

Sedangkan dalam hal pembagian waris masyarakat Desa Hardimulyo 

sangat menghormati dan melestarikan warisan para leluhurnya yaitu dengan cara 

penunjukan. Dalam penunjukan ini yang berhak dalam menunjuk yaitu istri/suami 

si pewaris atau kerabat yang paling tua. Kadang-kadang juga memberikan 

kewenangan kepada perangkat desa misal Pak RT atau Pak RW. 
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Adapun dampak dari sitem tunjukan dalam pemberian warisan ini 

seringkali adanya percekcokan antar warga atau antar anggota keluarga yang 

disebabkan merasa kurangnya keadilan dan tidak adanya keseimbangan dalam 

pembagian waris secara tunjukan tersebut. Ada yang merasa kurang atas bagian 

yang didapatnya. Namun, juga tidak menutup kemungkinan warga yang 

menerimanya jika dalam istilah jawa dikatakan dengan istilah “nerimo ing 

pandum”. beberapa uapaya yang telah dilakukan dari tataran pemerintah desa 

Hardimulyo dalam menyikapi percekcokan dan kesalahpahaman tersebut yaitu 

dengan cara mengajak semua ahli waris dan yang bersangkutan untuk 

bermusyawarah secara kekeluargaan. Disini pemangku wilayah atau jajaran 

kepengurusan desa akan menjadi penengah dan mencoba menjelaskan dari hati ke 

hati bahwasannya harta tidak boleh menjadi penghalang keharmonisan hubungan 

keluarga. Dan menjelaskan bagaimana adat dan kebiasaan yang sudah melekat 

pada masyarakat khususnya dalam membagi harta waris. Untuk itu bagi masing-

masng ahli waris diminta untuk bisa lebih mengerti da memahami dengan setiap 

persoalan khususnya dalam pembagian waris tersebut. Semua apa yang terjadi 

bisa dibicakan secara baik-baik dan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan 

maupun percekcokan yang lebih besar lagi. 

 

2. Warga Desa Hardimulyo 

Selain keterangan dari Kepada Desa Hardimulyo diatas ada keterangan 

dari beberapa warga Desa Hardimulyo, yaitu: 

a.  menurut MT (58 tahun): “Keluarga saya dari dulu dari jaman mbah-mbah 

membagi tanah hanya cukup disaksikan semua keluarga dan setelah itu dibagi 

dengan satu orang satu tempat bidang tanah” tuturnya beliau. Dalam hal ini 

dijelakan dari keluarga bapak  MT membagi harta waris hanya tanah yang 

dimiliki dari si mayit tanpa ada harta-harta peninggalan yang lainnya.102 

b. MH (60 tahun): “sewaktu bapak saya meninggal, tanahnya dibagi rata baik 

anak laki-laki maupun perempuan karna hanya mempunyai 3 anak yaitu 2 

perempuan dan 1 laki-laki dengan cara ditunjuk A kamu tanah lokasi sana, B 

kamu tanah lokasi sana, dan C kamu tanah lokasi tanah. Tapi menurut saya 

tidak adil karna walaupun itu katanya rata ternya besaran luasnya beda-beda. 
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Dan memang sampai saat ini saudara laki-laki saya sering cekcok karna dia 

merasa paling sedikit dan semua mau dikuasai sendiri” penjelasannya. Jelas 

bahwa dalam kasus keluarga ibu MH praktek pembagian waris menggunakan 

prinsip kekeluargaan secara tunjukan menimbulkan konflik percekcokan 

antara ahli waris yang satu dan ahli waris yang lain.
103

 

c. KP (50 tahun): “membagi waris dikeluarga saya ya dengan cara tanah yang 

luasnya lebih kecil dibagikan kepada anak perempuan” Dalam kasus ini 

peneliti menyimpulkan bahwa pembagian waris dalam keluarga bapak kanapi 

mirip-mirip menggunakan hukum islam dimana anak laki-laki mendapatkan 

lebih besar bagiannya dari pada anak perempuan. Namun, beberapa waktu 

terakhir penulis menjumpai secara langsung bahwa salah satu ahli waris dar 

keluarga bapak KP merasa tidak terima karena merasa mendapatkan bagian 

tanah dengan ukuran luas yang sangat kecil dibanding dengan ahli waris yang 

lainnya sehingga terjadi perselisihan dengan ahli waris yang lain.
104

 

d. PD (57 tahun): “ waris yang dibagi ya berupa tanah. Bapak saya waktu 

meninggal memiliki beberapa tempat tanah kemuadian dari situ dibagi begitu 

saja kepada anak-anaknya. Karna tanahnya lebih dari jumlah anak ya satu 

anak bisa mendapatkan 2 atau 3 tempat tanah dan masing masing ukurannya 

beda. Salah satu bidang tanah disisakan untuk bapak untuk merawat si mayit 

dengan cara salah satu anak itu membiayai semua keperluan si mayit dari 

waktu meninggal sampai nanti selametan penghabisan atau bahasa orang sini 

ngenteki nah nanti yang membiayai itu yang mendapatkan tanah yang 

disisakan tadi. Tapi si A(nama disamarkan) tidak terima karna dianggap 

berlebihan dan tetap maunya tanah itu dibagi lagi secara rata” ujarnya. Dari 

kasus bapak PD dari harta berupa tanah yang disebut harta waris memicu 

konflik dalam keluarganya walaupun mereka sudah mengamalkan 

kewajibannya dalam pembagian waris untuk diambil terlebih dulu dalam 

perawata si mayit. Lagi-lagi tidak menyelesaikan masalah pembagian harta 

waris dengan prinsip kekeluargaan yaitu secara tunjukan.
105

 

e. AS (48tahun): “Tanah warisan yang ditinggalkan simbok dibagi setelah 40 

hari kematian dengan disaksikan bapak RT dan bebebarapa kerabat. Cara 
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pembagian tanah ini ya seperti pada masyarakat umumnya dengan satu anak 

satu bidang atau satu tempat lokasi tanah.” sedikit pendapat beliau. Dari 

kasus ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dari keluarga bapak AS 

melakukan pembagian waris mengikuti atau meniru pembagian waris sekitar 

yang dirasa penulis pemahaman tentang kewarisan cukup minim. Dan 

beberapa kali penulis menyaksikan secara langsung kejadian antar ahi waris 

dari keluaga bapak AS sedang adu mulut yang hal tersebut terjadi dipicu dari 

pembagian waris yang menurutnya tidak adil dan rata.
106

 

 

3. K.H. Abdul Hadi (Rois Syuriah PC NU Kabupaten Purworejo) 

Pembagian waris yang baik dan benar adalah pembagian yang sesuai 

dengan syariat Islam dengan hukum kewarisan.  

Pembagian waris dalam umat  Nahdliyin tidak dijelaskan atau diatur secara 

khusus namun pembagian waris sudah dijelaskan secara rinci dalam kitab salaf. 

Ketika ada persoalan-persoalan akan dipecahkan dengan dimusyawarkan melalui 

kelembagaan yaitu Bahtsul Masail dengan referensi kitab-kitab yang nantinya 

hasilnya berupa kesepakatan. Sedangkan jika dipecahkan melalui perseorangan 

maka akan merujuk pada satu kitab yang sesuai dengan Ulama tersebut biasa 

jadikan referensi.
107

 

Segala tatacara kepemilikan yang tidak dengan syariat Islam tidak bisa 

dibenarkan dan itu salah. Harusnya kembali kepada kaidah-kaidah syariat Jslam. 

Waris itu merupakan perpindahan milik dari orang tua kepada keluarga. Dalam 

fiqh klasik harta peninggalan itu tidak bisa langsung dihukumi sebagai harta 

waris namun juga ada harta tirkah atau peninggalan. Ketika si mayit meninggal 

harta yang ditinggalkan ini adalah harta tinggalan. Setelah semua tanggungan si 

mayit baik dari utang piutang dan wasiat sudah beres barulah bisa dikatakan harta 

waris yang kemudian dalam pembagiannya dihukumi dengan hukum waris.
108

  

Sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa harta waris merupakan harta si 

mayit sang sudah terbebas dari tanggungan si mayit. Namun kadang-kadang 

khususnya orang desa salah dalam pemahaman yaitu semua harta peninggalan si 

mayit atau pemberian dari orang tua kepada anak dinamakan dengan harta waris. 
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Ini yang menyebabkan banyaknya persoalan-persoalan yang muncul dalam 

masyarat. Oleh karena itu, solusinya  dengan cara dakwah, pendidikan dan lain 

sebagainya. Namun terkadang orang yang sudah pandai dan tau akan hukum 

belum sadar dengan hukum itu juga yang menjadi tantangan dan penyebab 

persoalan-persoalan itu terjadi. 

Dalam persoalan pembagian waris secara tunjukan yang terjadi di Desa 

Hardimulyo tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam dan alangkah lebih baik 

dialihkan dengan sistem hibah dari orang tua kepada anak pada saat yang 

bersangkutan/ pewaris masih hidup. 

 

4. K.H. Zamzami (Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Kaligesing) 

Ilmu atau hukum itu mempunyai beberapa sifat. Ada yang yang monoton 

atau diam ditempat ada juga yang berkembang mengikuti zaman. Untuk hukum 

waris ini adalah salah satu contoh ilmu atau hukum yang mnegikuti zaman. 

Pembagian waris yang baik dan benar yaitu pembagian yang dilakukan 

dengan cara mengikuti atau sesuai dengan ajaran Islam. Bagiannya dari masing-

masing ahli waris juga sudah dijelaskan secara rinci dalam ilmu faraidz. Yang 

perlu digaris bawahi yaitu anak perempuan tunggal tidak bisa menghabiskan 

harta. Berbeda dengan anak laki-laki bisa menghabiskan harta, keduanya juga 

harus memperhatikan ketentuan dimana ada syarat dan rukunnya. Contoh ketika 

berbeda agama maka tidak bisa mendapatkan harta waris atau kata lain ahwi 

waris yang tidak bisa mewarisi.
109

 

Nahdlatul Ulama tidak menjelaskan secara khusus bagaimana dalam 

pembagian waris, namun Nahdliyin dalam menyikapi persoalan pembagian waris 

menggunakan referensi panduan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada 

tahun 2013 dan menganut pada ulama-ulama nahdliyin yang mempunyai 

wawasan bidang Fiqh yang luas. 

Dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada pembagian waris secara 

tunjukan ini tidak bisa dibenarkan karena menyalahi aturan hukum Islam. 

Solusinya mengalihkan dari konsep hukum pembagian waris menjadi konsep 

hibah agar bisa meminimalisir percekcokan dan pembagian yang lebih adil. 
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5. K. Amat Jawahir (Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo) 

Pembagian waris yang baik dan benar yaitu dengan cara yang diajarkan 

dalam syariat islam. Dalam Al-Qur‟an sudah ada ketentuannya dan apabila 

kurang rinci sudah diperjelas melalui Hadist. 

Nahdlatul Ulama belum ada pembagian secara khusus. Kembali lagi yang 

menjadi referensi Al-Qur‟an dan Hadist. 

Menyikapi persoalan yang ada di Desa Hardimulyo memang tidak bisa 

dibenarkan karena dari caranya saja sudah menyimpang dari aturan hukum Islam. 

Namun, apabila dipaksakan harus sesuai dengan hukum Islam juga sulit karena 

dari masyarakatnya sendiri sudah sangat kental dengan adat dan kebiasaan yang 

sudah ada dari nenek moyangnya. Jadi, alangkah lebih baiknya bisa secara 

perlahan bisa dialihkan dengan metode hibah ketika orang tua masih ada namun 

juga perlu digaris bawahi bahwa untuk harta yang dihibahkan ini tidak boleh 

dihabiskan artinya disisakan untuk gantungan nantinya ketika orang tua ini 

meninggal.
110

 

 

6. K. Abdurrohim (Mutasyar Ranting NU Desa Kaligono) 

Pembagian waris yang baik dan benar adalah pembagian yang mengiuti 

aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Hadist yang sudah dijabarkan dalam 

kitab Fiqh. Yang perlu harus kita ingat yaitu bagian untuk laki-laki lebih besar 

dari bagian perempuan yaitu laki-laki mendapatkan dua kali dari yang didapat 

oleh perempuan
111

 

Umat Nahdliyin dalam pembagian waris belum mempunyai metode khusus 

hanya saja tunduk seperti apa yang sudak dijabarkan dalam kitab fiqh dan 

mengikuti ulama yang mempunyai sumber referensi pada Al-Qur‟an. 

Minimnya pengetahuan dan pemahaman  dalam masyarakat khususnya di 

desa dalam persoalan pembagian waris sering menimbulkan percekcokan dan 

hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Maka, dalam menyikapi hal ini bisa 

dialihkan dari pembagian waris secara hukum Islam menjadi hibah. Selain 

menggugurkan kewajiban orang tua juga mengurangi kesalahpahaman dalam 

pembagian waris dan antar individu ahli waris. 
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7. K. Qomari (Ulama NU Kecamtan Loano) 

Al-Qur‟an sudah menjelaskan bagaimana hukum pembagian waris. Apabila 

masih ada yang belum jelas hadist juga sudah memperjelas. Nahdlatul Ulama 

tidak mempunyai metode khusus yang menjadi panutan dari umat Nahdliyin 

adalah para ulama, kitab fiqh dan Al-Qur‟an. 

Segala sesuatu yang menyimpang dari aturan tidak dibenarkan dan itu salah 

termasuk pembagian waris secara tunjukan yang ada di Desa Hardimulyo. 

Apalagi dari harta yang dibagi tersebut belum jelas apakah sudah terbebas dari 

tanggungan si mayit baik utang piutang maupun wasiat. Karna hata yang bisa di 

sebut dengan harta waris adalah harta peninggalan si mayit yang sudah bebas dari 

tanggungan si mayit yaitu baik perawatan si mayit maupu utang piutang dan 

wasiat.
112

 

Solusi dalam menyikapi apa yang telah terjadi di Desa Hardimulyo yaitu 

memberi pemahan yang lebih rinci kepada masyarakat mana yang disebut harta 

waris mana yang dibesut hata tirkah (peninggalan). Dan jika memang belum 

mampu membagi waris secara aturan syariat islam bisa mengalihkannya 

menggunakan konsep hibah ketika orang tua masih hidup. 
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BAB IV 

 PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN MENURUT ULAMA NU KECAMATAN 

KALIGESING 

BAB IV  PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN MENURUT ULAMA NU 

KECAMATAN KALIGESING 

A. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Tunjukan 

Hal-hal yang melatarbelakangi pembagian waris tunjukan berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kebiasaan yang diajarkan dari nenek moyang terdahulu 

Penyelesaian persoalan khususnya pembagian waris oleh masyarakat Desa 

Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dilakukan secara 

tunjukan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu dari nenek moyang mereka. Jadi 

masyarakat mempercayai bahwa cara tersebut merupakan adat yang ditinggalkan 

oleh nenek moyangnya yang perlu dilesatarikan dan dipatuhi. Adat kebiasaan 

dalam hukum Islam dengan istilah „urf. „urf secara bahasa berarti “yang baik”113
, 

juga mempunyai arti pengulangan atau berulang-ulang.
114

 

Akan tetapi, „urf harus memiliki dan memenuhi persyaratan untuk bisa 

dijadikan sebuah kaidah hukum. Adapun kebiasaan atau „urf dapat diterima jika 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Adat atau perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat 

b.  Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nas, maupun Al-Qur‟an 

maupun as-Sunnah 

c. Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yang 

sehat 

d. Perbuatan tersebut telah terjadi berulangulang seolah telah mendarah daging 

Berdasarkan ketentuan syarat diatas maka kebiasaan masyarakat Desa 

Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam pembagian 

waris tunjukan tidak memenuhi syarat „urf . terdapat pelaksaan praktik yang 

menyimpang dari nas Al-Qur‟an dan hadist atau kebiasaaan tersebut 

mendatangkan banyak kemudharatan  sehingga pelaksaan praktik pembagian 

waris tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligeisng 

Kabupaten Purworejo tidak dapat dibenarkan. 

                                                           
113

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Cet.II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137 
114

 Mustfa  Az-Zarqa, Al-Madkhal‟ala al-fiqh al-„Am, Jus II, (Damsyik:Dar al Fikr, 1968), 833 



55 
 

55 
 

Ditinjau dari perspektif „urf, berdasarkan legitimasi syariat „urf dibagi 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

a. „urf shohih, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang 

tidak bertentangan dengan dalil syara‟, tidak menghilangkan kemaslahatan dan 

tidak membawa kemudharatan.
115

  

b. „urf fasid, adat kebiasaan yang dilakukan manusia yang berlawanan dengan 

ketentuan syariat.116 

c. „urf Mursal, yaitu sebuah kebiasaan manusia yang tidak dikonfirmasi secara 

langsung oleh syariat secara positif atau negatif.
117

 

Dengan demikian,  kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam pembagian waris tunjukan 

termasuk dalam kategori „urf fasid. Maka, kebiasaan yang bertentangan dengan 

nash harus ditinggalkan dan dihilangkan, sehingga masyarakat harus mulai 

belajar menerapkan ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam. 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam 

Masyarakat Desa Hardimulyo mayoritas belum sepenuhnya memahami 

ketentuan pembagian waris secara Islam yang terangkum dalam ilmu fara‟idh. 

Ketentuan pembagian waris islam yang dipahami di masyarakat hanyalah semua 

harta yang yang ditinggalkan oleh si mayit adalah harta waris. Sedangkan dalam 

hukum Islam harta yang ditinggalkan oleh si mayit tidak bisa secara langsung 

dihukumi dengan harta waris karena didalam harta tersebut masih ada harta 

tinggalan dan tanggungan si mayit. Selain itu pemahaman masyarakat juga pada 

besaran yang diperoleh dari anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 

perbandingan dengan segendong sepikul. Segendong sepikul ini besaran harta 

yang diperoleh oleh anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dari anak perempuan, 

maka hal ini dianggap tidak adil sehingga muncullah sistem tunjuk yang mereka 

anggap lebih adil dan untuk memudahkan anak dalam mendapatkan pembagian 

yang sesuai dengan jarak masing-masing tempat tinggalnya. 
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Ilmu fara‟idh adalah ilmu yang mempelajari cara membagi harta peninggalan 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerima.
118

 Ada 

lima tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembagian waris, yaitu:
119

 

a. Tahap pertama menentukan ahli waris 

b. Tahap kedua menentukan hijab 

c. Tahap ketiga menentukan ashabah 

d. Tahap keempat menentukan besaran ahli waris 

e. Tahap kelima pelaksaan pembagian warisan 

Pelaksanaan tahap pertama dalam menentukan ahli waris yang berhak 

mewarsi harta peninggalna pewaris ini penting dilakukan agar tidak terjadinya 

kesalahan dalam penetapan ahli waris. Kemudian pelaksan tahap kedua dilakukan 

untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan atau siapa yang 

mempunyai hubungan paling dekat dengan pewaris. Lalu tahap ketika dilakukan 

untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris selain dari dzawil furud dan 

bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapatkan sebuah harta atau sisa harta. 

Lalu, sebelum masuk pada tahap ke empat ahli waris juga harus memperhatikan 

harta peninggalan pewaris yang akan dibagi. Dalam harta peninggalan adalah 

harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak 

miliknya maupun hak-haknya. Seangkan harta waris adalah harta peninggalan 

pewaris yang sudah diambil untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggal baik biaya perawatan jenazah mauun pembayaran hutang piutang. Hal 

inilah yang juga menjadi kewajiban dari ahli waris sebagimana ketentuan yang 

terdapat dalam pasal 175 KHI yakni
120

 ”(1) Kewajiban ahli waris terhadap 

pewaris adalah : a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 

selesai. b. menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobayan, perawatan 

termasuk kewajiban pewaris maupun menagihpiutang. c. menyelesaikan wasiat 

pewaris. d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. (2) 

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya 

terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”  

3. Kurangnya Kesadaran masyarakat Desa Hardimulyo terhadap Hukum 
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Menurut data yang diperoleh peneliti masyarakat Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 100% menganut agama Islam. Hal 

ini seharusnya wawasan dan pengetahuan masyarkat terhadap hukum Islam 

khususnya dalam pembagian waris seharusnya lebih baik dibandingkan dengan 

daerah lain yang memiliki berbagai macam kepercayaan. Tetapi, melihat 

persoalan praktik pembagian waris yang telah terjadi di Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa syariat Islam 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih ada pengabaian penggunakan 

syariat Islam dengan mengunggulkan kebiasaan  yang mereka percayai 

merupakan ajaran yang telah ditinggalkan dari nenek moyangnya terdahulu yang 

telah mendarah daging pada diri masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan 

Kaligeisng Kabupaten Purworejo.  

 

B. Pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing 

Bagi setiap muslim melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan 

hukum Islam yang jelas hukumnya berasal dari dalil atau nash yang shohih 

merupakan kewajiba baginya, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk dari dalil atau 

nash yang lain menunjukkan ketidakwajibannya.
121

 Salah satunya adalah hukum 

Islam yang mengatur tentang pembagian waris. Waris adalah proses berpindahnya 

sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain 

tanpa menyengingkirkan hukum yang berlaku. Dalam Al-Qur‟an sudah jelas dasar 

hukum waris seperti yang sudah disebutkan dalam surat an-Nisa‟ ayat 7,8 dan 11 

selain itu juga sudah diperjelas lagi dengan berbagai hadist. Bahkan, ketentuannya 

juga sudah dipaparkan secara rinci baik dari siapa saja yang berhak mendapatkan, 

besaran bagian yang berhak diperoleh, harta mana saja yang boleh dibagi dan lain 

sebagainya. 

Menurut seorang pakar hukum Islam bernama Husanin Muhammad Makhluf 

dari Mesir yang dikutip oleh Abdul Manan menyatakan bahwa dalam permasalahan 

waris Islam mensyariatkan aturan yang adil, tidak boleh berlaku aniaya atau 

pengurangan bagian karena menyangkut penetapan hak milik seseorang ahli 

waris.
122
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Sedangkan menurut Rahman dalam teori Waris, waris-mewarisi adalah 

perintah Allah SWT yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah SWT 

menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) 

dan memasukkan neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak 

mengindahkannya.
123

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa‟ (4): 13 

ٍلِللذ٠ِْ  لللشُ خه هٙ ْٔ ْٓ رذَْزِٙلَللب الََْ للل ِِ  ْٞ لللذٍ رجَْلللشِ ٍْلللُٗ جَّٕه ٗ  ٠ذُْخِ ٌَ ْٛ سَعُللل َٚ  َ
ْٓ ٠ ِ لللغِ اّللهه للل َِ َٚ    ِ

دُ اّللهه ْٚ ٍْلللهَ دُلللذُ َٓ رِ
 ُُ ٌْؼَظ١ِْ صُ ا ْٛ ٌْفَ ٌهَِ ا ره َٚ  ف١ِْٙبَ   

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang 

agung.” (QS. An-nisa‟ (4): 13124
 

Namun masih juga saja terjadi sutu persoalan tentang waris seperti hal nya 

yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Di 

Desa ini dalam melakukan pembagian waris tidak sesuai dengan syariat Islam 

melainkan secara tunjukan langsung oleh pasangan sah si mayit (istri/suami) atau 

oleh kerabat terutua yang sampai kini mereka yakini bahwa sistem tersebut adalah 

adat mereka yang sudah diajarkan dan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. 

Namun dari sistem tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan seperti 

percekcokan atar ahli waris dan hilangnya keharmonisan dalam keluaga karena 

dianggap dari sistem tersebut pembagiannya tidak dilakukan secara adil. 

Menurut pandangan Bapak K.H. Abdul Hadi selaku Rois Syuriah PC NU 

Kabupaten Purworejo bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah 

melenceng dari kaidah-kaidah syariat Islam. Beliau berpendapat bahwa persoalan 

tersebut muncul berawal dari kurang paham nya masyarakat dari membedakan 

antara harta waris dan harta tirkah (harta tinggalan) maka dari sini tugas dan 

tantangannya adalah bagaimana cara mengubah pemikiran bahwa semua harta yang 

ditinggalkan si mayit adalah harta waris sedangkan harta yang ditingalkan si mayit 

tidaklah semuanya menjadi harta waris. Maksudnya adalah harta peninggalan 

(tirkah) ini tentunya masih belum bisa dipastikan untuk menjadi harta warisan yang 

akan dibagi-bagi terhadap ahli warisnya. Karena bisa jadi harta peninggalan itu 

ternyata hanya cukup untuk membayar/ mengeluarkan segala hak yang masih 

berkaitan dengan tirkah ini, seperti biaya penyelenggaraaan jenazah (tajhizul mayit), 

utang, dan wasiat. Harta tirkah bukan hanya berupa benda yang bergerak atau yang 
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tidak bergerak karena harta tirkah (harta peninggalan) juga dapat berupa utang ahli 

waris. Ahli waris tidak dibenarkan untuk membagikan harta waris sebelum 

membayarkan utang si mayat.
125

 Sehingga harta warisan itu dimaksudkan dengan 

harta peninggalan yang sudah dalam keadaan bersih. 

Bagi kaum Islam sikap yang benar adalah dalam menghukumi harta harus 

sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan dimana harta waris harus dihukumi 

dnegan hukum waris, harta tirkah harus dihukumi dengan hukum tirkah, harta hibah 

harus dihukumi dnegan hukum hibah dan lain sebagainya.  K.H. Abdul Hadi  juga 

berpendapat bahwa untuk menyikapi persoalan yang ada di Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing tentang pembagian waris secara tunjukan yaitu secara 

perlahan mengubahnya dari sistem tunjukan menjadi sitem hibah ketika orang tua 

masih ada. 

Penulis setuju dengan pendapat K.H. Abdul Hadi bahwasanya tatacara 

kepemilikan yang tidak sesuai atau melenceng dari syariat islam tidak bisa 

dibenarkan apalagi hingga menimbulkan dampak yang cukup fatal. Untuk 

mengurangi persoalan tersebut sedikit demi sedikit memberi pemahaman kepada 

masyarakat untuk beralih dengan sitem hibah ktika orang tua masih ada maka 

dengan sitem ini tidak lagi keluar dari jalur kaidah Islam. Karena jika langsung 

diterapkan secara langsung menggunakan hukum Kewarisan sesuai Hukum Islam 

akan terlalu sulit dan banyak pemberontakan. Dan atau hendaklah pewaris dapat 

memberikan wasiat kepada kerabat yang masih hidup ketika dirasa maut sudah dekat 

untuk menghindari hal-hal yang dapat menyimpang dari syariat Islam tersebut 

sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT: 

َٓ ثلِب الَْلَْلشَث١ِْ َٚ  ِٓ اٌلِذ٠َْ َٛ ٍْ صِل١َّخُ ٌِ َٛ ٌْ ْْ رلَشَنَ خ١َْلشًا ََۖ ا دُ اِ ْٛ ل َّ ٌْ ُُ ا ُْ ارَِا دَعَلشَ ادََلذَوُ فَِ دَملًّب وُزتَِ ػ١ٍََْىُ ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ

 َٓ زَّم١ِْ ُّ ٌْ  ۗ  ػٍََٝ ا

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di 
antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan 

karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 

bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah(2): 180)
126

 

Juga diperjelas dalam surat Almaidah ayat 106: 

ا ػَذْ  َٚ ِٓ رَ هٕ ص١َِّخِ اصْ َٛ ٌْ َٓ ا دُ د١ِْ ْٛ َّ ٌْ ُُ ا ُْ ارَِا دَعَشَ ادََذَوُ ا شَٙبَدَحُ ث١َْٕىُِ ْٛ ُٕ َِ َٓ اه بَ اٌَّز٠ِْ ْٓب٠َٙ  ِْ ٠ه خَلشه
ْٚ اه ُْ اَ ْٕىُ ل ِِّ يٍ 

ُْ فلِلٝ الَْسَْ  ُْ ظَللشَثْزُ للزُ ْٔ ْْ اَ ُْ اِ ْٓ غ١َْللشِوُ لل ٛحِ ِِ هٍ لل ْْٓۢ ثؼَْللذِ اٌصَّ لل ِِ ب  َّ َُٙٔ ْٛ دِ  رذَْجغُِلل ْٛ لل َّ ٌْ صِلل١ْجخَُ ا  ِ  ُْ ضِ فبَصََللبثزَْىُ
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 ِ
ُُ شَللٙبَدَحَ اّللهه لََ ٔىَْللزُ َٚ هٝ  لل َْ رَا لشُْثه ْٛ وَللب ٌلَل َّٚ ٕلًلب  َّ وٗ صَ ْٞ ثلِل ُْ لََ ٔشَْللزشَِ ِْ اسْرجَْللزُ ِ اِ

ِٓ ثلِلبلّلهه هّ َٓ ف١َمُْغِلل لل ِّ  أَِّللبْٓ ارًِا ٌَّ

 َٓ ١ْ ِّ صِ الَْه
ٕٔ7

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) 

disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan 

(agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa 

bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar 

keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami 
tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, 

dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu 

kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Q.S. Al-Maidah(5):106)
128

 

Selain Bapak K.H. Zamzami selaku Rois Syuriah MWC NU Kecamatan 

Kaligesing juga mengutarakan pandangannya terhadap persoalan yang terjadi di 

Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo bahwa hukum 

kewarisan adalah salah satu contoh hukum yang dapat berkembang mengikuti arus 

zaman dimana hukum kewarisan yang terjadi pada masa nabi yang mengikuti sesuai 

dengan sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur‟an Surah An-nisa ayat 11: 

ِٓ فٍََ ٠ُ  قَ اصْٕز١ََْ ْٛ ءً فَ
َّٓ ٔغَِبو ْْ وُ ِ َ  فبَ ِٓ ْٔض١َْ١َ ًُ دَ ِّ الَُْ ضْ ِِ وَشِ  ُْ ٌٍِزَّ لََدِوُ ْٚ ْْٟٓ اَ ُ فِ

ُُ اّللهه ص١ِْىُ ْٛ ْْ اِ َٚ ب رشََنَ َ  َِ َّٓ صٍُضُبَ  ُٙ

ٌلَذ  َ فلَبِ  وَبٔذَْ  َٚ   ٗ ٌَ َْ ْْ وَب ب رشََنَ اِ َّّ ِِ ذُطُ  ب اٌغ  َّ ُْٕٙ ِِّ ادِذٍ  َٚ  ًِّ ِٗ ٌىُِ ٠ْ َٛ لَِثََ َٚ ادِذَحً فٍََٙبَ إٌِّصْفُ    َٚ ْٓ ُْ ٠ىَُل ْْ ٌَّل

 ْْۢٓ ل ِِ لذُطُ  ِٗ اٌغ  ل ِِّ ح  فلَِاُ َٛ ْٓ اخِْل  ٗ َْ ٌلَ ْْ وَلب شُُ َ فلَبِ ِٗ اٌضٍ  ِِّ ُٖ فلَِاُ هٛ ْٓ اثََ  ٗ سِصَ َٚ َّٚ ٌذَ   َٚ   ٗ ٌَّ  ْٚ ْٟ ثِٙلَبْٓ اَ صِل ْٛ صِل١َّخٍ ٠  َٚ ثؼَْلذِ 

 َ
َّْ اّللهه ِ   اِ

َٓ اّللهه ِِّ ُْ ٔفَْؼًب   فش٠َِْعَخً  ُْ الَْشَةُ ٌىَُ ُ َْ ا٠َٙ  ْٚ َُْ لََ رذَْسُ ؤُوُ اثَْٕبَو َٚ  ُْ ؤُوُ ثبَو ٍٓ   اه بد٠َْ ًّ ب دَى١ِْ ًّ َْ ػ١ٍَِْ  وَب
ٕٔ9

 
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya 

lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari 

harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di 

atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”130
 

jika diterapkan pada masa kini maka akan terjadi banyaknya pemberontakan 

karena dianggap tidak adil dimana anak laki-laki dan anak perempuan besaran yang 

harus diterima berbeda. Itulah yang kemudian dihari ini banyak diberbagai daerah 

menjadikan konsep hibah untuk mengatasi persoalan harta waris, karena 

                                                           
127

 QS. Al-Maidah (5): 106 
128

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Surat Al-Maidah(5):106 
129

 QS. An-Nisa (4): 11 
130

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur‟an 
Kementerian Agama RI, 2010), 103 



61 
 

61 
 

sesungguhnya harta yang diperoleh secara hibah dari orang tua merupakan harta 

waris yang diberikan lebih cepat dari pada waktunya. Namun, jika yang terjadi di 

Desa Hardimulyo ini tidak bisa dibenarkan karena telah menyalahi aturan hukum 

Islam. Karena istri/suami/kerabat terdekat tidak berhak membagi atau menunjuk 

harta warisan si mayit ketika tidak ada wasiat dari si mayit untuk mewakilkan si 

mayit tanpa melihat dan mempertimbangkan pedoman besaran harta yang diperoleh 

oleh setiap ahli waris. Terlebih masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing 

100% menganut agama Islam khususnya Nahdliyin. Pada dasarnya NU memang 

belum ada cara khusus untuk mengatur hukum kewarisan namun Departemen agama 

telah mengeluarkan buku yang mengatur tentang kewarisan. Apabila masyarakat 

masih keberatan dengan seperti yang masih diatur maka bisa mengalihkannya 

menjadi hibah dari seorang orang tua kepada anaknya. Selain tidak menyalahi aturan 

hukum Islam juga bisa menjadikan wujud kasih sayang dari seorang orang tua 

kepada anaknya. 

Penulis setuju dengan pendapat K.H.Zamzami bahwasannya segala sesuatu 

yang menyimpang dari aturan hukum islam tidak akan mendapatkan keberkahan dan 

kebajikan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan sebagai mana firman Allah: 

١ْٔبَ  ٌْذ١َلَلللللبحِ اٌللللللذ  ُْ ثِٙلَلللللب فلِلللللٟ ا ثَُٙ ُ ١ٌِؼَُللللللزِّ للللللب ٠ش٠ُِللللللذُ اللهَّ َّ َّ ُْ ئِٔ لََدُ٘لُللللل ْٚ لََ أَ َٚ  ُْ اٌُُٙ َٛ لللللل ِْ فلَللللللَا رؼُْجِجْللللللهَ أَ

 َْ ُْ وَبفشُِٚ ُ٘ َٚ  ُْ ْٔفغُُُٙ رضَْ٘كََ أَ َٚ
ٖٔٔ

 
 “Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. 

Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu 

untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa 

mereka, sedang mereka dalam Keadaan kafir.” (QS. At Taubah: 55)
132

 

Dan mengalihkan pembagian waris secara tunjukan menjadi hibah ketika 

pada saat orang tua masih ada. Selain tidak lagi menyimpang dari hukum islam juga 

menambah harmonisnya keluarga seperti pada hadist nabi: 

ا ْٛ ا رذََبثَ ْٚ رَٙبَدُ
ٖٖٔ

 
"Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai." (HR. Al-

Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albâni 

dalam kitab al-Irwa‟, no. 1601). 
Bapak K. Amat Jawahir Selaku Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo mengutarakan bahwa masyarakat 

Hardimulyo memang benar semuanya menganut agama Islam yang khususnya 
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Nahdliyin namun pada dasarnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa 

Hardimulyo masih sangat minim terhadap hukum terutama pada hukum waris. 

Terlebih Masyarakat Desa Hardimulyo masih sangat kental dengan adat-adat 

kejawen dan ajaran yang wariskan dari nenek moyangnya sehingga ini juga menjadi 

pengaruh kenapa masyarakat Desa Hardimulyo membagi waris dengan cara 

tunjukan. Dalam dakwah Ulama dan Kyai yang ada di Desa Hardimulyo sudah 

cukup maksimal namun karna kesadaran juga masih sangat minim juga berpengaruh 

pada persoalan ini. Menurut K. Amat Jawahir cara yang tepat pada persoalan ini 

adalah ketika orang tua masih ada maka semua anak dan kluarga dikumpulkan dan 

dirundingkan tentang harta sang orang tua yang kemuadian akan diberikan kepada 

anaknya yaitu dalam bentuk hibah tidak lagi waris. Tetapi perlu digaris bawahi 

dalam hibah ini tidak boleh semua harta sang orang tua dihabiskan untuk hibah 

melainkan disisakan untuk kepentingan dan mengurus tanggungan nanti ketika 

orang tua sudah meninggal sehingga tidak akan menimbulkan percekcokan lagi. 

Penulis setuju dengan pendapat K. Amat Jawahir karena pendapat beliau 

sudah relevan dengan hukum islam dimana Hibah orang tua kepada anak 

dibolehkan, akan tetapi perlu diingat bahwa ukuran harta benda yang boleh 

dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian sebagaimana dalam Pasal 210 KHI 

yang berbunyi : “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal 

sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan di hadapan dua orang saksi” 

selanjutnya menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “hibah 

dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah 

sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang 

ras, agama dan golongan”, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada 

anaknya. 

Selain dari ketiga ulama ini juga ada pandangan dari K. Abdurrohim bahwa 

pembagian waris sudah jelas diatur dalam Al-Qur‟an dan hadist yang dijabarkan 

dalam kitab fiqh. Bapak K. Abdurrohim berpendapat bahwa pembagian waris secara 

tunjukan yang terjadi di Desa hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo ini sudah menyimpang dari ajaran islam yang telah dijelaskan dalam Al-

Qur‟an dan Hadist dan tidak bisa dibenarkan karna selain dosa juga akan menjadikan 
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kepemilikan yang tidak sah secara agama dan hukum sehingga hukumnya dosa. 

Karna Allah telah berfirman: 

ْٓ رشََاضٍ  َْ رجَِبسَحً ػَ ْْ رىَُٛ ًِ ئلََِّ أَ ٌْجبَغِ ُْ ثبِ ُْ ث١َْٕىَُ اٌىَُ َٛ ِْ ُٕٛا لََ رأَوٍُُْٛا أَ َِ َٓ آ بَ اٌَّز٠ِ لََ رمَْزٍُُٛا ٠بأ٠َٙ  َٚ  ُْ ْٕىُ ِِ
ب ) ًّ ُْ سَد١ِ َْ ثىُِ َ وَب َّْ اللهَّ ُْ ئِ ْٔفغَُىُ َْ 9ٕأَ وَلب َٚ ِٗ ٔلَبسًا  فَ ٔصُْل١ٍِ ْٛ لب فغََل ًّ ٍْ ظُ َٚ أبً  َٚ ًْ رٌَلِهَ ػُلذْ ْٓ ٠فَْؼَل ل َِ َٚ  )

ِ ٠غ١َِشًا ) ُْٕٗ ٔىَُفِّلشْ ػَلْٕ ٖٓرٌَهَِ ػٍََٝ اللهَّ َْ ػَ ْٛ َْٕٙ ب رُ َِ ْْ رجَْزَٕجُِٛا وَجبَئشَِ  لذْخَلًا ( ئِ ُِ  ُْ ٍْىُ ٔلُذْخِ َٚ  ُْ ُْ عَل١ِّئبَرىُِ ىُ

ب ) ًّ  )ٖٔوَش٠ِ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta 

sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh 

diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan 

barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami 

kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang 

kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-

dosa kalian yang kecil) dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga).” 
(QS. An-Nisa(4):29-31)

134
 

Beliau memberikan pendapat  bahwa solusi yang tepat untuk masyarakat Desa 

Hardimulyo adalah hibah orang tua kepada sang anak ketika orang tua masih hidup.  

Penulis setuju dengan pendapat Bapak K. Abdurrohim bahwa hibah adalah 

solusi tepat untuk pengalihan dari pembagian waris secara tunjukan karena hibah 

dari orang tua kepada anak merupakan waris yang diberikan pada waktu yang lebih 

awal atau cepat. 

Bapak K. Qomari memberikan pendapatnya bahwa pembagian waris yang 

terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tidak 

menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum Islam maka hal ini tidak dapat 

dibenarkan dan tidak boleh dilakukan karena hasil yang didapatkan dari pembagian 

secara tunjukan ini hukumnya haram. Sehingga pendapat dari Bapak K. Qomari 

adalah mengalihkan sistem pembagian waris tunjukan menjadi konsep hibah ketika 

orang tua masih hidup. Sehingga tidak ada lagi hukum yang diabaikan dan 

mengurangi kemudharatan sebagaimana riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari 

Ibn Abas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda : “ Samakanlah pemberian yang 

kamu lakukan terhadap anak- anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka 

hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.
135

 

Penulis setuju dengan pendapat Bapak K. Qomari karena dengan adanya 

pengalihan konsep hibah ini maka dari adanya hukum yang terabaikan dan 
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menimbulkan berbagai konfik akan menjadi menumbuhkan keharmonisan dalam 

kluarga tersebut dan mengurangi kemudharatan dan percekcokan. Karena 

sesungguhnya segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan tidaklah 

diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana hadist nabi: 

َُ للَبيَ ى لََ  يَ اللهِ صٍََّٝ الله ػ١ٍلٗ ٚعلٍَّ ْٛ َّْ سَعُ ُْٕٗ أَ َٟ اللهُ ػَ ٌْخُذْسِٞ سَظِ ِْ ا ِٓ عِٕبَ ْٓ أثَِٟ عَؼ١ِْذٍ عؼْذُ ثْ  ػَ

غْلٕذَاً،  ُِ لب  َّ غ١َْشُُ٘ َٚ اٌلذَّاسُلُْ ِٕٟ  َٚ بجَلٗ  َِ  ُٓ اُٖ اثْل َٚ ٓ  سَ لََ ظِشَاسَ. دَذ٠ِْش  دَغَل َٚ بٌلِه فلِٟ ظَشَسَ  َِ اُٖ  َٚ سَ َٚ
َُ فأَعَْلمػََ أثَلَب عٍََّ َٚ  ِٗ ِّٟ صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ ِٓ إٌَّجِ ِٗ ػَ ْٓ أث١َِْ ِٓ ٠ذ١ََْٝ ػَ شٚ ثْ ّْ ْٓ ػَ شْعَلاً ػَ ُِ غَّأ  َٛ ُّ ٌْ ٌلَُٗ  ا َٚ عَلؼ١ِْذٍ 

ٞ ثؼَْعُٙبَ ثؼَْعب ِّٛ غشُُق  ٠مَُ
ٖٔٙ

 ًْ 

Dari Abu Sa‟id, Sa‟ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya 

Rasulullah Shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh melakukan 
perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“. 

 

Dari pandangan kelima Ulama NU Kecamatan Kaligesing penulis mengambil 

kesimpulan dan memberikan pendapat sangat setuju dengan pandangan para Ulama 

NU Kecamatan Kaligesing tersebut. Karena selain sudah selaras dengan hukum 

Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga akan lebih baik kedepannya 

bagi masyarakat khususnya di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo untuk lebih berhati-hati dalam praktik pembagian waris agar tidak 

menyimpang dari syariat hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya penggunakan konsep pembagian waris 

tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

purworejo adalah masyarakat mempercayai bahwa konsep atau cara tersebut 

merupakan tinggalan yang diajarkan oleh nenek moyangnya terdahulu, 

kurangnya pemahan masyarakat terhadap hukum pembagian waris, kurangnya 

kesadaran masyarkat dengan hukum waris. 

2. Pendapat Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris tunjukan 

yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 

tidak membenarkan dan tidak boleh dilakukan kembali karena telah 

menyimpang dari syariat Islam. Dan para Ulama NU Kecamatan Kaligesing 

memberi saran agar masyarakat Desa Hadimulyo Kecamatan Kaligesing 

kabupaten Purworejo untuk dapat mengalihkan sistem pembagian waris 

tunjukan menjadi konsep hibah orang tua kepada anak atau yang bersangkutan 

(pewaris masih hidup).  

B. Saran 

Sesuai dengan harapan peneliti agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca, Maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak 

yang terkait dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat, peneliti berharap penelitian ini semoga dapat menjadi 

kontribusi kepada masyarkat dalam hal pembagian waris, agar kedepannya 

masyarakat Islam dapat lebih berhati-hati dalam membagi waris agar tetap 

memperhatikan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. 

2. Bagi akademik, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi atau 

acuan dalam penelitian selanjutnya atau penelitian lain yang ada kaitannya 

dengan pandangan Ulama tentang pembagian waris. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap kedepannya agar dapat 

memperdalam dan memperluas kajian mengenai pandangan Ulama terhadap 
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pembagian waris dengan menambah objek penelitian seperti kewarisan dalam 

pandangan kyai Muhammadiyah, MUI, hukum positif atau lain sebagainya. 

C. Penutup 

Demikian penelitian yang penulis susun dalam bentuk skripsi, penulis 

menyadari bahwasannya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata 

sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis sangat 

diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan 

masyarakat sekitar yang InsyaAllah mendapatkan keberkahan dan dan Rahmat dari 

Allah SWT. 
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